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SAMBUTAN
KEPALA PUSAT BAHASA

Meskipun sekurang-kurangnya sejak Seminar Politik Bahasa Nasional
tahun 1975 di kalangan para pakar dan pemerhati bahasa sudah ada pe-
mahaman dasar tentang masalah kebahasaan di Indonesia yang terjalin
dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, masih harus
tetap diakui bahwa yang paling utama adalah segala permasalahan vang
menyangkut bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai
bahasa persatuan sama pentingnya dengan kedudukannya yang lain se-
bagai bahasa negara.

Ketika fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu boleh di-
katakan masih belum seratus persen mantap karena penduduk Indonesia
di atas usia sekolah masih banyak yang belum mampu berbahasa Indone-
sia, pada saat yang sama bahasa Indonesia juga dituntut untuk tetap man-
tap dapat digunakan baik sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan
iptek modern maupun sebagai bahasa resmi untuk pengembangan kebuda-
yaan nasional.

Apa yang dikemukakan di atas jangan dipandang sebagai perten-
tangan kepentingan antara fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa per-
satuan atau bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa
negara--apalagi sebagai kontroversi--, tetapi harus dipahami sebagai feno-
mena yang merefleksikan sebagian saja dari keseluruhan masalah kebaha-
saan yang harus kita hadapi dengan porsi perhatian yang sama.
Fenomena seperti itu secara substansial tidak memperlihatkan perbedaan
selama kurun waktu antara penyelenggaraan Seminar Politik Bahasa
Nasional tahun 1975 dan Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Perbedaan
yang terjadi lebih bertumpu pada perubahan dalam hal intensitasnya,
sesuai dengan keperluan dan tuntutan kelompok masyarakat terhadap
bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaiannya. Perubahan itu
akan terus berlangsung seirama dengan perkembangan linear dari setiap
fungsi yang melekat pada bahasa Indonesia, baik dalam kedudukannya
sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara.

Proses perkembangan itulah yang harus selalu kita pantau dan kita
cermati. Dalam hubungan itu: Pusat Bahasa, selaku instansi Pemerintah
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yang ditugasi menangani masalah kebahasaan di Indonesia, telah menye-
lenggarakan Seminar politik Bahasa pada tanggal 8--12 November 1999
untuk menelaah dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa
Nasional tahun 1975, sesuai dengan perkembangan masalah kebahasaan
yang telah terjadi di Indonesia selama seperempat abad.

Hasil Seminar tahun 1999 itu, berikut seluruh makalah yang di-
bahas oleh para peserta Seminar, disajikan dalam buku ini. Mudah-mu-
dahan isinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang, karena kepro-
fesiannya atau paling tidak karena perhatian dan kecintaannya, akan se-
nantiasa memantau dan mencermati berbagai kasus yang menyangkut
masalah kebahasaan di Indonesia.

Jakarta, November 2000

Hasan Alwi



DARI POLITIK BAHASA NASIONAL
KE KEBIJAKAN BAHASA NASIONAL

ISI buku ini, yang merupakan risalah sidang (proceedings) Seminar Poli-
tik Bahasa yang diselenggarakan pada tanggal 8--12 November 1999 di
Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dapat dibedakan dalam tiga bagian. Laporan
Kepala Pusat Bahasa, yang antara lain mengemukakan pandangan tentang
perlunya diadakan seminar itu, dan sambutan Menteri Pendidikan Nasio-
nal (yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan) terdapat pada
bagian pertama. Penyajian makalah yang berjumlah tiga belas buah ber-
ikut transkripsi tanya-jawabnya masing-masing tersaji pada bagian kedua.
Rumusan hasil Seminar dikemukakan pada bagian ketiga atau bagian
akhir sebelum Lampiran.

Ketigabelas makalah itu, berdasarkan pokok bahasan, nama penyaji
dan judul makalahnya, adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa (5 makalah)

a. Fungsi Politik Bahasa (Hasan Alwi)

b. Ororitarianisme dan Distorsi Bahasa (Eep Saefulloh Fatah)

¢. Bahasa Daerah Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kon-
disi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: ke
Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah
(Mahsun)

d. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing (Nuril Huda)

e. Dinamika Sastra Indonesia dan Sastra Daerah (Edi Sedyawati)

2. Mutu dan Peran Bahasa (3 makalah)
a. Penelitian Bahasa dalam Kerangka Politik Bahasa (Dede
Oetomo)
b. Hal-hal yang Dipertimbangkan dalam Menyusun Kebijakan Pene-
litian Sastra dan Pengajarannya (Yus Rusyana)
c. Sarana Uji Kemahiran Berbahasa sebagai Salah Satu Prasarana
Pembangunan Bangsa (Sugiyono dan A. Latief)
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3. Mutu Pemakaian Bahasa (4 makalah)

a. Pengajaran Bahasa Asing: Gambaran Nyata dan Beberapa Ga-
gasan Kebijakan (Fuad Abdul Hamied)

b. Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa (Bambang Kaswanti
Purwo)

c. Pengajaran Sastra dan Pemasyarakatan Sastra (Budi Darma)

d. Bahasa Koran, Radio, dan Televisi Perlu Pembenahan Menyelu-
ruh (Djafar H. Assegaff)

4. Kelembagaan (1 makalah)
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Politik Bahasa Na-
sional (Hans Lapoliwa)

PERUMUSAN hasil Seminar, yang disusun oleh Panitia Perumus, dida-
sarkan pada hasil sidang yang secara khusus membahas berbagai masalah
kebahasaan dan kesastraan yang perlu diangkat untuk dirumuskan sebagai
hasil Seminar. Akan tetapi, karena persoalan teknis yang sulit diatasi,
transkripsi risalah sidang perumusan itu tidak dicantumkan dalam buku
ini.

Bagaimanapun patut disadari bahwa Seminar Politik Bahasa tahun
1999 tidak dapat dilepaskan dari Seminar Politik Bahasa Nasional tahun
1975. Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila kalau dalam menyi-
mak hasil Seminar 1999, setiap kali kita harus menghubungkan dan mem-
bandingkannya dengan hasil Seminar 1975. Perbedaan di antara keduanya
dapat ditelusuri pada uraian berikut. (Politik Bahasa Nasional, hasil Se-
minar 1975, selanjutnya disingkat PBN dan Kebijakan Bahasa Nasional
yang dirumuskan dalam Seminar 1999 disingkat KBN.)

1. Bahasa dan Sastra

Masalah sastra di dalam KBN memperoleh porsi perhatian yang sama de-
ngan bahasa sehingga keduanya harus dipandang sebagai dua sisi mata
uang yang kadar kepentingannya setara. Itulah sebabnya perumusan ten-
tang sastra di dalam KBN menjadi eksplisit. Dengan demikian, ada enam
komponen yang saling menjalin di dalam KBN, yaitu bahasa Indonesia,
bahasa daerah, dan bahasa asing pada satu pihak serta sastra Indonesia,
sastra daerah, dan sastra asing pada pihak yang lain. Bandingkan dengan
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PBN yang masih terpaku hanya pada masalah bahasa, yaitu bahasa Indo-
nesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Pengakuan terhadap sastra yang disetarakan dengan bahasa itu de-
ngan sendirinya berimplikasi pada perumusan dua butir bahasan yang
lain, yaitu yang menyangkut kedudukan dan fungsi serta yang berhu-
bungan dengan paparan tentang pembinaan dan pengembangan. Hal itu
berarti bahwa di dalam KBN, setelah rumusan tentang kedudukan dan
fungsi bahasa (Indonesia, daerah, dan asing), ada pula rumusan tentang
kedudukan dan fungsi sastra (Indonesia, daerah, dan asing). Demikian
pula halnya dengan topik pembinaan dan pengembangan; ada yang ber-
kenaan dengan bahasa dan ada pula yang secara khusus berkaitan dengan
sastra.

2. Bahasa Nasional dan Bahasa Indonesia

Sebutan bahasa nasional pada PBI acapkali menimbulkan silang pen-
dapat yang cukup tajam. Pertentangan pandangan itu bersumber pada
rumusan yang menggambarkan pencampuradukan antara pemahaman ter-
hadap substansi dan pemahaman terhadap kedudukannya. Rumusan ter-
sebut menyebutkan bahwa "BahaSa nasional ialah bahasa Indonesia yang
diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan yang
dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara,
dan yang dirumuskan lebih lanjut dalam Kongres Bahasa Indonesia di
Medan pada tahun 1954".

Pada rumusan itu jelas ketersuratan dan ketersiratannya bahwa ba-
hasa nasional adalah bahasa Indonesia, baik seshubungan dengan Sumpah
Pemuda 1928 maupun dengan Pasal 36 UUD 1945, padahal bagian yang
disebutkan terakhir kita pahami sebagai sumber rujukan bahasa Indonesia
dalam hal kedudukannya, yaitu sebagai bahasa persatuan menurut Sum-
pah Pemuda 1928 dan sebagai bahasa negara menurut UUD 1945. Oleh
karena itu, KBN membedakan bahasa Indonesia sebagai substansi dari
bahasa nasional sebagai kedudukan. Hal itu secara jelas terlihat dalam
rumusan KBN yang menyebutkan bahwa "bahasa Indonesia sebagai baha-
sa persatuan dapat juga disebut bahasa nasional atau bahasa kebangsaan".

3. Status Bahasa Melayu
PBN dan KBN sama-sama menyebutkan bahasa Melayu, tetapi berbeda
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dalam hal penamaan dan statusnya. Mengenai penamaan, PBN menggu-
nakan sebutan bahasa Melayu. Adapun dalam KBN, sebutan yang di-
gunakan ialah bahasa rumpun Melayu.

Dalam kaitannya dengan bahasa daerah, PBN menempatkan bahasa
Melayu sebagai bagian dari bahasa daerah, sedangkan KBN secara tegas
mengisyaratkan bahwa bahasa rumpun Melayu dipandang sebagai bahasa
tersendiri. Artinya, bahasa rumpun Melayu bukan merupakan bagian dari
bahasa daerah. Pandangan seperti itu dapat dipahami karena pada saat ke-
lahiran dan dekade awal pertumbuhannya, bahasa Indonesia memiliki ke-
terkaitan sejarah yang sangat erat dengan bahasa Melayu. Bukankah yang
diterima sebagai bahasa Indonesia dan yang diikrarkan sebagai bahasa
persatuan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 itu adalah bahasa
Melayu?

Perbedaan dalam hal status itu terdapat dalam rumusan tentang ba-
hasa asing. Menurut PBN, "Bahasa asing untuk Indonesia ialah semua
bahasa kecuali bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, termasuk bahasa
Melayu". Sementara itu, di dalam KBN dinyatakan bahwa "Bahasa asing
di Indonesia adalah semua bahasa, kecuali bahasa Indonesia, bahasa-ba-
hasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu".

4. Bahasa Asing

Di kalangan masyarakat sudah cukup lama dikemukakan pandangan, ka-
dang-kadang bahkan terungkapkan dalam bentuk harapan atau keinginan,
tentang perlu dipertimbangkannya bahasa Cina, yang digunakan oleh para
penuturnya di Indonesia, diperlakukan sama dengan bahasa-bahasa daerah
yang ada di Indonesia. Pandangan seperti itu pasti didasarkan pada ber-
bagai hal, antara lain yang berkenaan dengan jumlah penutur serta peran-
nya yang selama ini dimainkan oleh kelompok etnis yang bersangkutan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
Dasar pemikiran yang sepintas lalu tampak meyakinkan itu ialah dikait-
kannya keinginan tersebut dengan penjelasan Pasal 36 UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri,
yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa,
Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan
dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian
dari kebudayaan Indonesia yang hidup". Tanpa memahami asal-muasal
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bahasa Cina di Indonesia dalam hubungannya dengan bahasa-bahasa dae-
rah di Indonesia, kita akan dengan mudah terjebak di dalam alur perna-
laran yang melatarbelakangi keinginan itu sehingga kita pun akan ber-
anggapan bahwa penjelasan Pasal 36 UUD 1945 itu berlaku pula bagi ba-
hasa Cina di Indonesia.

Harapan atau keinginan tersebut tidak mungkin dapat dipertimbang-
kan karena bagaimanapun bahasa Cina secara genetis bukan bahasa yang
tergolong ke dalam rumpun bahasa Austronesia, apalagi di kawasan Nu-
santara. Lagi pula, andaikata keinginan seperti itu "diluluskan”, hal itu
akan membuka peluang bagi golongan masyarakat Indonesia yang berasal
dari kelompok etnis (asing) lain untuk mengajukan tuntutan yang sama.

Di dalam menghadapi kasus tersebut, KBN secara tegas mengatakan
bahwa "Bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa ibu warga negara
Indonesia kelompok etnis tertentu tetap berkedudukan sebagai bahasa
asing". Dengan demikian, bahasa Cina yang digunakan oleh warga nega-
ra Indonesia keturunan Cina tetap merupakan bahasa asing.

5. Fungsi Bahasa

Dalam kurun waktu seperempat abad antara Seminar 1975 dan Seminar
1999, fungsi bahasa Indonesia memperlihatkan kecenderungan perubahan
dibandingkan dengan fungsi bahasa yang telah dirumuskan dalam PBN,
terutama fungsi yang bermuara pada bahasa Indonesia sebagai bahasa
negara. Perubahan fungsi bahasa Indonesia tersebut pada gilirannya ber-
dampak pula baik pada fungsi bahasa daerah maupun pada fungsi bahasa
asing.

Fungsinya sebagai bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan
(mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, termasuk pen-
didikan pascasarjana), sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat
nasional (untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
serta pemerintahan), dan sebagai bahasa resmi dalam pembangunan ke-
budayaan dan pemanfaatan iptek modern benar-benar telah mengakibat-
kan bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara ber-
pacu dalam menata dan mengembangkan dirinya agar ia tetap berperan
sebagai sarana komunikasi yang mantap dalam berbagai ranah pema-
kaiannya, seperti dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, keuang-
an, perdagangan, dan industri. Yang tidak kalah penting dan strategis-



X

nya—dan hal ini harus dicatat secara khusus—ialah tuntutan yang ber-
kaitan dengan media massa, terutama yang menyangkut kepustakaan, pe-
nerbitan, dan informasi.

Untuk menjawab tuntutan yang demikian, secara eksplisit KBN me-
nyebutkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa. Selain
itu, sebagai akibat dari dinyatakannya sastra sebagai salah satu komponen
dalam pengelolaan masalah kebahasaan di Indonesia, KBN merumuskan
fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung sastra Indonesia.

Mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu, ada satu hal
penting lainnya yang perlu dilihat secara proporsional, yaitu yang berke-
naan dengan hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Se-
lama ini pandangan kita mengenai hal itu hanya terpaku pada hubungan
satu arah, yaitu hubungan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia.
Yang terekam dalam PBN memang hanya bahasa daerah sebagai pendu-
kung bahasa nasional. Hal yang sebaliknya mengenai peran bahasa Indo-
nesia terhadap bahasa daerah boleh dikatakan terluput dari perhatian kita,
padahal di dalam kenyataannya bahasa Indonesia memiliki peran yang sa-
ngat dominan dalam memperkaya kosakata bahasa daerah. Contohnya sa-
ngat banyak dan pasti akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya
kosakata bahasa Indonesia sehingga contoh tersebut pada uraian ini tidak
perlu ditampilkan. Itulah sebabnya masalah itu ditampung di dalam KBN
melalui rumusan yang menyebutkan fungsi bahasa Indonesia sebagai pe-
merkaya bahasa dan sastra daerah.

Seperti telah disebutkan di atas, perubahan fungsi bahasa Indonesia
itu berpengaruh pula terhadap fungsi bahasa daerah dan bahasa asing.
Tiga fungsi bahasa daerah yang disebutkan dalam PBN--yaitu sebagai
lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhu-
bungan di lingkungan keluarga dan masyarakat daerah--disebutkan pula
dalam KBN dengan rumusan yang sama. Ada dua fungsi lain yang ditam-
bahkan di dalam KBN, yaitu fungsi bahasa daerah sebagai sarana pendu-
kung budaya daerah dan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai
pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Kedua fungsi bahasa dae-
rah tersebut seharusnya sudah tercantum dalam rumusan PBN karena
ketika sastra daerah dan sastra Indonesia masing-masing tumbuh dan ber-
kembang seiring sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan bahasa
daerah dan bahasa Indonesia, maka ketika itu pula apa yang dirumuskan
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dalam dua butir terakhir tentang fungsi bahasa daerah itu berproses de-
ngan serta-merta secara alamiah.

Mengenai fungsi bahasa asing, PBN dan KBN memiliki rumusan
yang sama untuk bahasa asing sebagai alat perhubungan antarbangsa dan
bahasa asing sebagai alat pemanfaatan iptek modern untuk pembangunan
nasional. Satu fungsi lainnya yang tercantum di dalam PBN ialah bahasa
asing sebagai alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi
bahasa modern. Fungsi ini di dalam KBN dirumuskan menjadi dua butir,
yaitu yang berkaitan dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Ing-
gris diutamakan sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia, teruta-
ma untuk pengembangan tata istilah keilmuan. Adapun bahasa Arab me-
rupakan bahasa asing yang ditempatkan sebagai bahasa keagamaan dan
budaya Islam. Akhirnya, perlu ditambahkan bahwa bahasa Jerman, Pe-
rancis, dan Belanda, yang disebutkan di dalam PBN, tidak dicantumkan
di dalam KBN. Akan tetapi, hal itu tidak perlu dipersoalkan dalam hu-
bungannya dengan fungsi bahasa asing di Indonesia, kecuali kalau ketiga
bahasa asing itu dibicarakan dalam hubungannya dengan pengajaran.

6. Bahasa Pengantar dan Pengajaran

Pada KBN, ihwal bahasa pengantar dalam dunia pendidikan hanya secara
sepintas lalu dikemukakan sehubungan dengan fungsi bahasa Indonesia
sebagai bahasa negara dan fungsi bahasa daerah dalam kaitannya dengan
bahasa Indonesia. Lain halnya dengan PBN yang memaparkan masalah
bahasa pengantar tersebut dalam porsi yang lebih dari memadai. Namun,
pada dasarnya paparan itu lebih merupakan penjelasan terhadap fungsi
bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang tadi disebutkan. Oleh karena
itu, uraian tentang bahasa pengantar di luar konteks kedudukan dan fung-
si tersebut boleh dikatakan hanya merupakan pengulangan.

Perbedaan penyajian tentang bahasa pengantar antara PBN dan KBN
itu dapat dicermati melalui dua hal. Pertama, PBN dihasilkan sebelum
ada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
nal yang menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam
pendidikan nasional (Pasal 41). Bahasa daerah dan bahasa asing juga
dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam pe-
nyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu (Pasal 42). Ke-
dua, soal bahasa pengantar dalam KBN hanya terdapat dalam konteks



Xiii

mengingatkan kita akan perlunya kebijakan bahasa nasional diatur dalam
undang-undang.

Perlunya Pusat Bahasa menjadi lembaga pemerintah nondepartemen,
sesuai dengan rekomendasi beberapa kali Kongres Bahasa Indonesia, ter-
cantum dalam butir Organisasi. UKBI diperlukan sebagai sarana untuk
mengukur tingkat kemahiran atau keterampilan seseorang, termasuk te-
naga kerja asing, dalam berbahasa Indonesia yang dikaitkan dengan, an-
tara lain, tuntutan pekerjaan, jabatan, atau profesi. Keperluan akan sarana
uji seperti UKBI dicetuskan pertama kali di dalam Kongres Bahasa Indo-
nesia V tahun 1988.

Jaringan informasi kebahasaan dan kesastraan yang mudah diakses
oleh masyarakat yang didukung oleh perpustakaan yang modern dan
canggih dikemukakan dalam butir Jaringan Informasi. Sementara itu, per-
lunya Pemerintah atau masyarakat memberikan penghargaan kepada me-
reka yang berprestasi dalam bidang bahasa dan sastra, perlunya Pusat Ba-
hasa bekerja sama dengan berbagai pihak, serta perlu dikembangkannya
sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme peneliti baha-
sa dan sastra merupakan butir permasalahan yang dicatat dan digarisba-
wahi oleh KBN sehubungan dengan komponen Sarana.

8. Kelembagaan

Komponen yang tidak terdapat pada PBN, tetapi tercantum dalam KBN,
adalah masalah kelembagaan. Yang dimaksudkan ialah badan atau organi-
sasi--berdasarkan cakupan tugasnya--bertanggung jawab dalam menangani
masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Dalam pengertian yang
demikian, ada lembaga Pemerintah dan nonpemerintah.

Lembaga Pemerintah, berdasarkan hierarki dan lokasinya, dirinci
lebih lanjut menjadi lembaga tingkat Pusat dan daerah serta lembaga di
luar negeri. Mengenai lembaga nonpemerintah, berdasarkan wadah ke-
profesiannya, ada yang langsung berkaitan dengan bidang kebahasaan dan
kesastraan serta ada yang tidak secara langsung berkaitan.

Untuk semua jenis kelembagaan itu, dikemukakan cakupan tugasnya
masing-masing sehingga jelas terlihat seberapa jauh keterlibatan setiap
lembaga itu di dalam menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di
Indonesia. Faktor yang paling penting di atas kesemuanya itu ialah masa-
lah koordinasi agar setiap lembaga dapat berperan dan melaksanakan
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fungsinya yang berkenaan dengan kegiatan kebahasaan dan kesastraan
secara lebih efektif dan efisien.

9. Sastra dalam KBN

Telah disebutkan bahwa bahasa dan sastra dapat diibaratkan sebagai dua
sisi dari sekeping mata uang yang memiliki kadar kepentingan yang sama
(lihat butir Bahasa dan Sastra). Dalam konteks seperti itu dapat ditam-
bahkan bagaimana kebermaknaan sastra yang diposisikan sebagai bagian
dari keudayaan nasional (periksa rumusan Pasal 32 dan 36 UUD 1945
berikut penjelasannya).

Mengenai sastra itu sendiri, agaknya hampir tidak mungkin dapat
dibayangkan keberadaannya tanpa dikaitkan dengan keberdadaan dan pe-
ran bahasa sebagai sarana komunikasi verbal dalam kehidupan masyara-
kat pendukungnya. Artinya, tidak mungkin ada sastra tanpa bahasa. Cara
pandang yang demikian akan membawa kita ke arah pemahaman tentang
interdependensi berikut peran interaksinya antara bahasa dan sastra.

Ketika bahasa dan sastra yang diibaratkan sebagai dua sisi dari seke-
ping mata uang itu diperhadapkan dengan kebudayaan, pertanyaan yang
layak dijawab ialah sisi yang mana yang berhadapan dengan atau yang
menghadap ke arah kebwglayaan. Jawabannya ialah sastra. Jadi, sastralah
yang merupakan bagian dari kebudayaan, sedangkan bahasa tetap berada
di sebelahnya, baik sebagai pihak yang menyediakan bahan baku bagi
pertumbuhan dan perkembangan sastra, maupun sebagai pihak yang ter-
kena oleh dampak pertumbuhan dan perkembangan sastra tersebut.

Pernalaran yang demikian menjadi amat signifikan di dalam melihat
hubungan antara bahasa dan sastra pada satu pihak dan kebudayaan pada
lain pihak. Pada gilirannya pola hubungan itu dapat pula digunakan untuk
menemukan makna yang tersirat di balik penjelasan pasal 36 UUD 1945
yang menyatakan bahwa bahasa-bahasa itu (maksudnya bahasa-bahasa
daerah) merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. De-
ngan demikian, bahasa-bahasa daerah yang menjadi bagian dari kebuda-
yaan itu ialah bahasa-bahasa daerah dalam bentuk karya sastranya.

Dalam konteks pernalaran seperti itu pulalah KBN merumuskan
bahwa "sastra Indonesia merupakan salah satu bentuk pengungkap pemi-
kiran tentang masyarakat baru Indonesia". Dengan rumusan itu KBN
menambahkan bahwa sastra Indonesia harus berperan sebagai media eks-
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presi berbagai gagasan modern dan sekaligus sebagai pencerminan dan
pencarian jati diri untuk membangun kebudayaan baru. Hal itu sejalan
dengan penjelasan Pasal 36 UUD 1945 tentang kebudayaan nasional
Indonesia yang menyebutkan bahwa "usaha kebudayaan harus menuju ke
arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-
bahan baru dari kebudayaan asing yang tidak dapat memperkembangkan
atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat
kemanusiaan bangsa sendiri”.

Jiwa dan semangat seperti itu tergambarkan dengan jelas melalui ru-
musan fungsi sastra Indonesia dalam KBN, yakni (1) menumbuhkan rasa
kenasionalan, (2) menumbuhkan solidaritas kemanusiaan, dan (3) mere-
kam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Akhirnya, patut di-
kemukakan peran sastra daerah dan sastra asing di dalam KBN. Pada satu
sisi sastra daerah berperan sebagai fondasi kebudayaan daerah (bahkan
kebudayaan Nusantara), sebagai alat memperkukuh budaya masyarakat
di daerah, dan sebagai cermin pencarian jati diri masyarakat yang ber-
sangkutan. Pada sisi yang lain sastra asing merupakan salah satu sumber
inspirasi bagi pengarang dan salah satu sumber untuk mengenal kebuda-
yaan asing.

10. Bahasa Daerah dan Pemerintahan Otonomi

Pentingnya peran bahasa daerah sudah dirumuskan di dalam penjelasan
Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan, antara lain, bahwa bahasa-baha-
sa daerah yang dipelihara dengan baik oleh para penuturnya akan dihor-
mati dan dipelihara juga oleh negara karena bahasa-bahasa daerah ter-
sebut merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Selain
itu, di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewe-
nangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
disebutkan, antara lain, dua hal yang masing-masing berkenaan dengan
bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Menurut peraturan pemerintah itu, secara jelas disebutkan bahwa
pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia merupakan
kewenangan Pusat. Adapun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
pengembangan bahasa dan budaya daerah termasuk ke dalam kewenangan
Daerah. Dengan demikian, negara yang dimaksudkan di dalam penjelasan
Pasal 36 UUD 1945 itu adalah Pemerintah Daerah. Itulah sebabnya di
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dalam KBN dikemukakan bahwa dalam hubungannya dengan perkem-
bangan kehidupan kenegaraan di Indonesia ke arah pemerintahan otonomi
daerah serta pentingnya pembinaan dan pelestarian budaya daerah, bahasa
daerah perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memainkan
peranan yang lebih besar. Untuk itu, KBN menggarisbawahi perlunya
memberikan perhatian yang lebih luas dan mendalam terhadap bahasa
daerah.

ITULAH beberapa hal yang menurut kami selaku editor perlu di-
sampaikan sehubungan dengan perbedaan antara Politik Bahasa Nasional
(hasil Seminar 1975) dan Kebijakan Bahasa Nasional (hasil Seminar
1999) yang keduanya sama-sama membahas dan merumuskan berbagai
masalah kebahasaan di Indonesia yang perlu ditangani. Selama belum ada
undang-undang tentang kebahasaan, yang layak dijadikan sumber rujukan
adalah yang terakhir, yakni hasil Seminar 1999.

Jarum waktu akan terus berputar. Perubahan zaman akan senantiasa
terjadi, terlebih-lebih dalam era globalisasi pada ke-21 ini. Perkembangan
dan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dengan tingkat kecepatan
yang begitu tinggi pasti akan secara langsung berpengaruh pada berbagai
bidang kehidupan. Kesemuanya itu pada gilirannya akan melahirkan tun-
tutan dan tantangan baru bagi keberlangsungan kehidupan kebahasaan di
Indonesia. Siapa tahu, sebagai akibatnya, dalam kurun waktu yang tidak
terlalu lama apa yang telah tercantum dalam KBN itu harus ditinjau dan
dirumuskan kembali. Untuk itu, marilah kita sama-sama menunggu sam-
bil berdoa dan berupaya agar bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah
tetap berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien serta
sekaligus tetap mantap sebagai lambang jati diri keindonesiaan Kita.

Jakarta, November 2000

Hasan Alwi
Dendy Sugono
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LAPORAN
KEPALA PUSAT BAHASA

Direktur Jenderal Kebudayaan, Dr. I Gusti Ngurah Anom, yang mewa-
kili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak peserta
Seminar Politik Bahasa,

Assalamu ‘alaikum warrohmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan terima kasih atas ke-
hadiran Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak untuk datang mengikuti kegiatan ini
karena kami tahu bahwa sebagian besar dari Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak
yang berada di ruangan ini adalah orang yang sibuk. Kehadiran Ibu-Ibu
dan Bapak-Bapak di sini sekaligus menggambarkan perhatian dan kecinta-
an terhadap bahasa Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan pada satu rekomendasi Kongres Baha-
sa Indonesia VII yang diadakan pada bulan Oktober 1998, yang menye-
butkan bahwa perlu diselenggarakan pertemuan nasional untuk mengem-
bangkan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 dalam rangka me-
nyusun kebijakan nasional yang mutakhir dan menyeluruh dalam bidang
bahasa dan sastra. Berdasarkan rekomendasi itu telah dirumuskan tujuan
Seminar Politik Bahasa ini ialah meninjau dan merumuskan kembali hasil
Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 sesuai dengan tuntutan dan ke-
majuan zaman.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak,

Peserta pertemuan ini berjumlah 63 orang meskipun kalau Pak
Dirjen melihat peserta yang hadir belum lengkap 63 orang karena masih
ada beberapa di antaranya baru akan datang siang ini dan besok. Akan
tetapi, catatan penting yang perlu kami sampaikan adalah bahwa di antara
ke-63 peserta seminar ini 23 orang adalah guru besar. Hal itu menggam-
barkan betapa pentingnya masalah ini. Ke-63 peserta ini berasal dari
berbagai bidang, yaitu mewakili pertahanan keamanan, pakar sosiologi,
pakar politik, pakar hukum, pakar kebudayaan, pakar sejarah, pakar ke-
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dokteran, pakar pariwisata, sastrawan, serta pakar bahasa dan pakar sas-
tra.

Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Ibu-Ibu, dan Bapak-Bapak,

Pada kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari ini telah
direncanakan akan dibahas lima pokok bahasan yang diuraikan lebih lan-
jut dalam tiga belas buah makalah. Pokok bahasan pertama adalah Politik
Bahasa di Indonesia satu makalah. Pokok bahasan kedua adalah Kebuda-
yaan dan Fungsi Bahasa empat makalah, yang terdiri atas Kedudukan dan
Fungsi Bahasa Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah, Kedu-
dukan dan Fungsi Sastra Indonesia dan Daerah, serta Kedudukan dan
Fungsi Bahasa Asing. Pokok bahasan ketiga ialah Mutu dan Peranan
Bahasa. Pada pokok bahasan ini dibicarakan Penelitian Bahasa, Penelitian
Sastra, Pengajaran Bahasa Asing, dan Penyusunan Sarana Uji Kemahiran
Berbahasa, dan Peningkatan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra. Yang
terakhir ialah pokok bahasan mengenai Kelembagaan membahas satu ma-
kalah, yaitu tentang Kedudukan dan Fungsi Pusat Pembinaan dan Pe-
ngembangan Bahasa dalam Organisasi Pemerintahan, Kedudukan dan
Fungsi Lembaga Kebahasaan.

Pada hari terakhir direncanakan akan diadakan empat sidang kelom-
pok sehingga 48 peserta ini akan terbagi ke dalam tiga kelompok dan 15
peserta lainnya masuk pada kelompok terakhir. Keempat kelompok itu
masing-masing akan membahas (1) Kedudukan dan Fungsi Bahasa, (2)
Mutu dan Peran Pusat Bahasa, (3) Mutu Pemakaian Bahasa, dan (4) Ke-
lembagaan.

Itulah Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Ibu-Ibu, dan Bapak-
Bapak, beberapa hal yang akan dibahas di dalam Seminar Politik Bahasa
ini dengan harapan kita akan membicarakannya dengan lebih tenang.
Oleh karena itu, seminar ini tidak diadakan di Jakarta, tetapi dipilihkan
di tempat ini.

Akhirnya, kami mohon kepada Bapak Direktur Jenderal Kebudaya-
an, Dr. I Gusti Ngurah Anom, untuk memberikan sambutan dan sekali-
gus, atas nama Menteri Pendidikan Nasional, meresmikan kegiatan ini.
Terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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perkembangan ke depan, kehidupan masyarakat Indonesia ataupun ma-
syarakat di luar Indonesia, rumusan kebijakan kebahasaan itu perlu di-
tinjau kembali dan dikembangkan agar kita memiliki suatu kebijakan na-
sional yang lebih mutakhir dan menyeluruh di bidang bahasa dan sastra.

Melalui seminar ini, Saudara-Saudara, para pakar dari berbagai bi-
dang ilmu yang terhimpun dalam seminar ini, kami mohon bantuannya
untuk meninjau kembali Politik Bahasa Nasional 1975 yang telah kita
miliki itu dan merumuskan suatu kebijakan nasional tentang bahasa dan
sastra yang lebih komprehensif. Kebijakan itu, antara lain, meliputi ke-
dudukan dan fungsi bahasa serta sastra dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Demi memperkukuh kedudukan dan fungsi ba-
hasa dan sastra, diperlukan rumusan yang menyangkut peningkatan mutu
daya ungkap bahasa agar memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat mo-
dern. Demikian juga di bidang sastra, perlu dirumuskan kebijakan yang
dapat menciptakan iklim peningkatan mutu dan apresiasi sastra. Dengan
demikian, kebijakan itu dapat memberikan ruang gerak yang lebih ope-
rasional dalam pengembangan bahasa dan sastra demi peningkatan peran
bahasa dan sastra dalam menuju masyarakat Indonesia baru yang maju
dan demokratis.

Dalam upaya peningkatan mutu SDM, diperlukan kebijakan nasio-
nal yang memungkinkan terciptanya iklim peningkatan mutu penggunaan
bahasa, baik bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbang-
sa, dan bernegara maupun bahasa daerah dalam kehidupan sosial dan
budaya daerah. Kebijakan nasional itu juga diharapkan dapat menciptakan
iklim penguasaan bahasa asing secara memadai untuk kepentingan pe-
ngembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergaulan antarbangsa
dalam memenuhi tuntutan global abad XXI atau milenium III.

Saudara-Saudara,

Rumusan kebijakan nasional tentang bahasa dan sastra yang kom-
prehensif dan akurat tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak didukung
oleh kelembagaan yang memadai. Untuk itu, diperlukan dukungan kelem-
bagaan. Oleh karena itu, perlu kita pikirkan dan kita rumuskan kembali
aspek kelembagaan yang menangani masalah bahasa dan sastra tersebut
serta bentuk kerja samanya dengan pihak-pihak terkait.



Peserta Seminar yang saya hormati,

Saya berharap, mudah-mudahan seminar ini dapat mencapai hasil
yang kita harapkan dan selamat berseminar.

Dengan ini, saya nyatakan Seminar Politik Bahasa dibuka secara
resmi. Terima kasih.

Wassalamu ’'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Pendidikan Nasional

Dr. Jahja A. Muhaimin



FUNGSI POLITIK BAHASA

Hasan Alwi
Pusat Bahasa

1. Masalah kebahasaan di Indonesia memperlihatkan ciri yang sangat
kompleks. Hal itu berkaitan erat dengan tiga aspek, yaitu yang me-
nyangkut bahasa, pemakai bahasa, dan pemakaian bahasa. Aspek ba-
hasa menyangkut bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing
(terutama bahasa Inggris). Aspek pemakai bahasa terutama berkaitan
dengan mutu dan keterampilan berbahasa seseorang. Dalam perilaku
berbahasa tidak saja terlihat mutu dan keterampilan berbahasa, tetapi
juga sekaligus dapat diamati apa yang sering disebut sebagai sikap pe-
makai bahasa terhadap bahasa yang digunakannya. Adapun aspek pe-
makaian bahasa mengacu pada bidang-bidang kehidupan yang merupa-
kan ranah pemakaian bahasa.

Pengaturan masalah kebahasaan yang kompleks itu perlu dida-
sarkan pada kehendak politik yang mantap. Butir ketiga Sumpah Pe-
muda 1928, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa per-
satuan yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga negara,
secara jelas merupakan pernyataan politik yang sangat mendasar dan
strategis dalam bidang kebahasaan. Pasal 36 UUD 1945 berikut penje-
lasannya, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nega-
ra, merupakan landasan konstitusional yang kokoh dan sekaligus se-
bagai pernyataan kehendak politik yang kuat dalam bidang kebahasa-
an. Selain itu, berbagai macam rekomendasi yang disepakati dalam
setiap kali penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia perlu dicatat
sebagai gambaran keinginan yang kuat dari para pesertanya agar se-
gala sesuatu yang menyangkut masalah kebahasaan di Indonesia di-
tangani melalui upaya pembinaan dan pengembangan bahasa yang
lebih efektif dan efisien.

2. Ke impulan, pendapat, dan usul Seminar Politik Bahasa Nasional yang
diselenggarakan tahun 1975 di Jakarta telah memberikan gambaran
yang komprehensif dan lengkap mengenai butir-butir pokok yang ha-
rus diperhatikan dalam menangani masalah kebahasaan di Indonesia.
Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional itu meliputi ketiga aspek yang
telah disebutkan di atas (bahasa, pemakai bahasa, dan pemakaian ba-
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liasa). Selain itu, secara khusus dikemukakan juga rumusan tentang
kedudukan dan fungsi yang merupakan kerangka dasar dalam peren-
canaan bahasa.

Kerangka dasar yang mantap akan menjadi sumber acuan bagi
upaya pengembangan korpus bahasa dan pengidentifikasian ranah pe-
makaian bahasa. Kedua hal itu pada gilirannya dapat dijadikan sema-
cam tolok ukur untuk mengetahui mutu dan keterampilan berbahasa
seseorang, termasuk sikap bahasa yang bersangkutan. Sementara itu,
rumusan hasil Seminar juga memberikan perhatian khusus pada pe-
ngembangan pengajaran dan bahasa pengantar. Keduanya masih me-
rupakan bagian dari aspek pemakaian bahasa yang perlu memperoleh
porsi perhatian yang sungguh-sungguh.

Seperti yang dirumuskan Seminar, pengembangan pengajaran
ialah "usaha-usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada pengembangan
pengajaran bahasa agar dapat dicapai tujuan pengajaran bahasa itu sen-
diri, yaitu agar penutur bahasa itu memiliki keterampilan berbahasa,
pengetahuan yang baik tentang bahasa itu, dan sikap positif terhadap
bahasa itu, termasuk hasil sastranya." Mengenai bahasa pengantar di-
sebutkan bahwa yang dimaksudkan ialah "bahasa resmi yang diper-
gunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran kepada murid di
lembaga-lembaga pendidikan."

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan na-
sional adalah bahasa Indonesia. Dalam undang-undang itu juga diru-
muskan ihwal bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam tahap awal pen-
didikan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Jika
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan ter-
tentu, bahasa daerah atau bahasa asing juga dapat digunakan sebagai
bahasa pengantar.

. Seperti sudah disebutkan di atas, hasil Seminar Politik Bahasa Nasio-
nal 1975 memuat rumusan dengan tiga macam tajuk, yaitu kesimpul-
an, pendapat, dan usul. Rumusan kesimpulan diawali dengan paparan
tentang pengertian dasar mengenai kebijakan nasional, bahasanasio-
nal, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kebijakan nasional dirumus-
Jkan sebagai politik bahasa nasional "yang berisi perencanaan, peng-
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pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan." Ditambahkan bahwa
penanganan masalah kebahasaan itu perlu diupayakan secara beren-
cana, terarah, dan menyeluruh. Selanjutnya, berturut-turut disajikan
rumusan tentang kedudukan dan fungsi, pembinaan dan pengembang-
an, pengembangan pengajaran, dan bahasa pengantar yang semuanya
dikaitkan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.
Perlu ditambahkan bahwa dalam rumusan tersebut bahasa asing hanya
dikemukakan sehubungan dengan pemakaian dan pemanfaatannya di
Indonesia yang bersama-sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa
daerah menjalin masalah kebahasaan di Indonesia yang perlu ditangani
secara berencana, terarah, dan menyeluruh dalam suatu kebijakan na-
sional seperti yang telah disebutkan di atas.

Rumusan yang bertajuk pendapat berisi delapan butir yang se-
cara umum menyangkut pengajaran, ketenagaan, dan sarana. Salah
satu butir yang amat penting ialah dikemukakannya pandangan bahwa
Politik Bahasa Nasional merupakan penjabaran terhadap Penjelasan
Pasal 36 UUD 1945. Pandangan tersebut sudah tepat, tetapi hal itu
dalam seminar ini masih perlu dimantapkan lagi, terutama mengingat
adanya tuntutan dan tantangan baru yang timbul dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara selama 24 tahun terakhir.

Tiga butir rumusan yang bertajuk usul masing-masing menyang-
kut pengindonesiaan nama-nama asing, penerjemahan, dan pemberian
sanksi atas pelanggaran terhadap bahasa baku dalam situasi yang me-
nuntut digunakannya ragam baku tersebut. Pemberian sanksi ini tam-
paknya dihadapkan pada berbagai kendala sehingga usul ini masih
belum mungkin dapat dilaksanakan. Apalagi dalam suasana dan sema-
ngat gerakan reformasi yang masih tetap bergelora seperti sekarang
ini, usul tersebut akan dirasakan sangat tidak populer dan pasti memi-
liki tingkat kesensitifan yang tinggi sehingga hal itu diperkirakan akan
me nyudutkan posisi Pemerintah pada umumnya dan posisi Pusat Baha-
sa pada khususnya.

Usul agar kegiatan penerjemahan dilaksanakan secara berencana
telah diupayakan melalui berbagai cara. Akan tetapi, hasilnya amat ja-
uh dari yang diharapkan. Dalam berbagai pertemuan yang secara khu-
sus membahas masalah penerjemahan, persoalan yang sama selalu
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kembali, yaitu bahwa imbalan yang dapat diberikan kepada penerje-

mah masih belum sesuai. Akibatnya, sampai saat ini penerjemahan

merupakan lahan kegiatan yang kering dan tidak menarik. Kita me-
nyadari bahwa penerjemahan itu sangat penting. Masalahnya ialah
bahwa hal itu tidak sepenuhnya bergantung pada tersedianya tenaga
penerjemah yang bermutu. Perlu dipertimbangkan sejumlah faktor pe-
nunjang, antara lain masalah imbalan seperti yang baru dikemukakan
dan--ini sangat penting dan menentukan--adanya niat atau bahkan te-
kad yang mantap dari Pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain untuk
secara bersungguh-sungguh menangani masalah penerjemahan ini.

Sehubungan dengan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional itu,
masih ada tiga hal lagi yang perlu memperoleh catatan tersendiri, ya-
itu dua hal yang menyangkut upaya pembinaan dan pengembangan
serta satu hal yang berkenaan dengan pengembangan pengajaran. Ca-
tatan tentang ketiga hal itu adalah sebagai berikut.

a. Upaya pembakuan bahasa Indonesia ragam lisan patut memperoleh
perhatian yang berimbang dengan pembakuan bahasa Indonesia ra-
gam tulis. Untuk itu, saatnya sudah tiba karena kemajuan yang sa-
ngat pesat dalam bidang teknologi informasi telah memberikan ke-
mungkinan yang amat luas bagi masyarakat Indonesia secara kese-
luruhan untuk lebih mudah mengakses penggunaan bahasa lisan di-
bandingkan dengan bahasa tulis. Dalam bidang media massa, mi-
salnya, masyarakat lebih mudah mendengarkan radio dan/atau "me-
nonton" televisi daripada membaca surat kabar dan/atau majalah.
Untuk keperluan itu, apa yang telah dirumuskan Seminar, yakni di-
perlukannya pembakuan lafal sebagai pegangan bagi para guru, pe-
nyiar radio/televisi, dan masyarakat umum, perlu benar-benar di-
laksanakan karena sampai saat ini upaya pembakuan tersebut belum
memperoleh perhatian dan upaya penanganan yang memadai. Yang
telah dilakukan sangat bersifat sporadis karena masalah lafal ini ha-
nya disinggung pada saat siaran Pembinaan Bahasa Indonesia lewat
radio/televisi atau sekadar dikomentari dalam kegiatan penyuluhan
bahasa.

b. Pelbagai ragam dan gaya bahasa seperti yang digunakan dalam per-
undang-undangan, administrasi pemerintahan, dan sarana komuni-
kasi massa memang sudah diteliti. Namun, upaya penelitian itu bu-
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4.

kan saja belum tuntas dan belum meliputi seluruh bidang pemakai-
an bahasa, melainkan juga belum dikodifikasikan. Masalah ini per-
lu segera ditangani sebagaimana mestinya dan memperoleh priori-
tas yang sama dengan pembakuan lafal.

c. Penelitian pengajaran bahasa, baik yang berhubungan dengan baha-
sa Indonesia, bahasa daecrah maupun bahasa asing, perlu benar-be-
nar dilaksanakan secara lebih berencana dan lebih terarah agar mu-
tu dan keterampilan siswa dalam berbahasa secara lisan ataupun
tertulis dapat ditingkatkan. Dalam berbagai pertemuan masih sering
dilontarkan keluhan dan keprihatinan tentang penguasaan bahasa
yang masih rendah di kalangan siswa.

Dengan beberapa catatan di atas, secara keseluruhan hasil Seminar Po-
litik Bahasa Nasional 1975 masih tetap relevan karena butir-butir ru-
musannya sudah tepat menggambarkan hal-hal mendasar dalam me-
nangani masalah kebahasaan di Indonesia. Yang masih perlu diupaya-
kan lebih banyak berkaitan dengan strategi pelaksanaan pembinaan
dan pengembangan bahasa. Selain itu, rumusan tentang bahasa tertentu
yang juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat In-
donesia perlu disesuaikan. Tanpa harus menghubungkannya dengan
tuntutan keterbukaan dan transparansi dengan bidang politik, hukum,
dan ekonomi, atau juga tanpa harus menyiasatinya dari keniscayaan
global abad ke-21, bahasa Cina (juga bahasa Arab?) perlu diposisikan
secara lebih cermat, apakah bahasa yang juga digunakan oleh sebagian
masyarakat Indonesia itu akan tetap kita golongkan sebagai bahasa
asing atau sebagai salah satu bahasa daerah karena para penuturnya,
seperti sudah disebutkan, merupakan salah satu di antara sejumlah ke-
lompok etnis yang sama-sama membangun masyarakat bangsa Indo-
nesia. Kemungkinan perubahan tentang "status" itu akan berakibat pa-
da adanya "pergeseran” tentang kedudukan dan fungsi dari bahasa ter-
sebut.

Penjelasan Pasal 36 UUD 1945, yang antara lain menyebutkan
bahwa bahasa daerah yang dipelihara rakyatnya akan dihormati dan
dipelihara juga oleh negara, akan memperoleh dorongan dan tenaga
baru dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Dae-
rah. Selama ini upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sas-
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tra daerah, termasuk pengajarannya, dilakukan oleh Balai Bahasa
yang sampai akhir tahun lalu (1998) hanya terdapat di Yogyakarta,
Denpasar, dan Ujung Pandang. Pada tahun ini pelaksana teknis
(UPT) Pusat Bahasa itu bertambah 14 buah lagi, yaitu di Surabaya,
Semarang, Bandung, Padang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Pa-
lembang, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Palu, Manado, dan
Jayapura. Bersama-sama dengan Balai Bahasa dan Proyek Pembinaan
Bahasa yang ada di hampir semua provinsi, pemerintah daerah (ting-
kat I dan II) dapat menangani masalah kebahasaan dan kesastraan
secara lebih terkoordinasi. Perlu ditambahkan bahwa sudah ada kese-
pakatan dengan ditandatanganinya Piagam Kerja Sama antara Pusat
Bahasa dan Pemda Tingkat I seluruh Indonesia untuk melaksanakan
kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia di daerahnya masing-ma-
sing dan, sebagai akibat dari Undang-Undang tentang Otonomi Dae-
rah itu, cakupan tugas itu dapat dan harus diperluas dengan upaya
pembinaan dan pengembangan terhadap bahasa dan sastra daerah ber-
ikut pengajarannya.

Dalam rumusan tentang pengembangan pengajaran bahasa Indo-
nesia, secara singkat disinggung perlunya menyiapkan program khu-
sus pengajaran bahasa Indonesia, antara lain untuk orang asing. Sejak
tahun 80-an telah berlangsung berbagai pertemuan di dalam dan di
luar negeri yang secara khusus membicarakan pengajaran Bahasa In-
donesia bagi Penutur Asing (BIPA). Kalau diperhatikan dari segi pe-
serta yang menghadiri pertemuan itu, patut dicatat bahwa forum se-
perti itu ternyata mendapat perhatian yang cukup luas dan menggem-
birakan, terutama dari para pengajar BIPA di luar negeri. Oleh kare-
na itu, pada tempatnyalah kalau seminar ini memberikan perhatian
khusus pada masalah pengajaran BIPA dengan merumuskannya seca-
ra lebih tegas dan lebih eksplisit.

Masalah kelembagaan yang dikaitkan dengan penanganan masa-
lah kebahasaan di Indonesia, baik yang berupa instansi pemerintah
maupun institusi lainnya (termasuk lembaga swasta), juga perlu mem-
peroleh porsi pembahasan yang memadai dalam seminar ini. Sejauh
yang menyangkut keberadaan Pusat Bahasa berikut UPT-nya, mo-
mentum perubahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
menjadi Departemen Pendidikan Nasional perlu dimanfaatkan dengan
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sebaik-baiknya untuk melakukan semacam revisi dan menyampaikan
usul perubahan terhadap struktur instansi pemerintah ini berikut ca-
kupan tugas dan wewenangnya. Tanpa hal itu, tampaknya instansi ini
akan tetap menghadapi kendala birokratis di dalam melaksanakan mi-
si yang dipercayakan kepadanya.

Dengan kedudukannya sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda
1928) dan sebagai bahasa negara (Pasal 36 UUD 1945), bahasa Indo-
nesia harus berperan dan memenuhi fungsinya sebagai sarana komu-
nikasi dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Politik bahasa di
Indonesia harus jelas menggambarkan kebijakan nasional dalam bi-
dang kebahasaan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa da-
lam arti yang luas. Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesia, kebi-
jakan nasional kebahasaan yang perlu dirumuskan secara berencana,
terarah, dan menyeluruh itu harus menggambarkan rambu-rambu
yang jelas mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai wahana moder-
nisasi kebudayaan, khususnya sebagai alat pengembangan ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, upaya mencerdaskan kehi-
dupan bangsa boleh dikatakan sepenuhnya bergantung pada peran
bahasa Indonesia dalam memenuhi fungsi atau tuntutan ini.
Kebiasaan sebagian masyarakat kita dalam berbahasa, seperti
yang terlihat pada kecenderungan generasi (cendekiawan) muda yang
meng-gunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris, belum dapat
dikategorikan sebagai gejala yang membahayakan semangat persatuan
bangsa. Dilihat dari sifat hubungan informal dan akrab, gejala ke-
bahasaan yang demikian lazim terjadi dalam masyarakat dwibahasa
dan dalam kasus tertentu bahkan mungkin dapat dipandang sebagai
kreativitas ekspresif kelompok masyarakat yang bersangkutan. Na-
mun, apabila pemakaian bahasa campuran itu lebih cenderung men-
cerminkan kurang adanya rasa tanggung jawab dalam berbahasa, ge-
jala itu merupakan kecerobohan. Gejala "kebudayaan santai” tersebut
juga bersumber pada kurang adanya rasa tanggung jawab dalam pe-
ngembangan masyarakat Indonesia secara umum, termasuk dalam
konteks pembangunan bangsa. "Kebudayaan santai” itu bagi kelom-
pok masyarakat yang bersangkutan merupakan pola hidup yang lebih
berorientasi pada kebudayaan asing. Kendurnya semangat nasional
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pada sementara kalangan masyarakat itu pada hakikatnya merupakan
masalah politik. Akan tetapi, hal itu tercermin dalam perilaku ber-
bahasa.

Kalau pemakaian bahasa campuran itu bukan karena keceroboh-
an, melainkan karena kurangnya penguasaan bahasa Indonesia--se-
perti halnya yang diperlihatkan oleh sebagian besar dari mereka yang
telah memperoleh seluruh pendidikannya dalam bahasa Indonesia, te-
tapi penguasaan bahasa Indonesianya secara lisan apalagi tertulis ma-
sih jauh di bawah mutu yang seharusnya--, kalau tetap dibiarkan, hal
itu dapat menjadi tendensi regresif dalam peran bahasa Indonesia
sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, politik bahasa harus men-
cakupi sejumlah aspek yang memungkinkan bahasa Indonesia ber-
fungsi sebagai bahasa persatuan.

Selain sebagai wahana modernisasi kebudayaan dan sebagai ba-
hasa persatuan, bahasa Indonesia yang dirumuskan dalam politik ba-
hasa harus pula berfungsi sebagai wahana aspirasi bangsa ke arah
pendemokrasian masyarakat. Sejak awal pertumbuhannya, bahasa In-
donesia disepakati pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 karena ci-
rinya sebagai bahasa yang demokratis, yang tidak mencerminkan sta-
tus stratifikasi sosial pemakainya. Itulah sebabnya bahasa Indonesia
dapat diterima dan dengan mudah dipelajari oleh generasi muda
bangsa dari seluruh kelompok etnik.

Egalitarianisme yang dimiliki bahasa Indonesia itu merupakan
jawaban yang tepat atas keinginan yang bulat bangsa Indonesia untuk
membebaskan diri dari belenggu penjajahan (sebelum kemerdekaan)
dan untuk menikmati kehidupan yang lebih demokratis (setelah ke-
merdekaan). Dalam perkembangannya kemudian, bahasa Indonesia
memperlihatkan pertumbuhan ke arah terciptanya bahasa tinggi dan
bahasa rendah, terutama dalam komunikasi lisan. Pemakaian kata
dan ungkapan tertentu dalam jumlah yang makin lama makin besar,
terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, mencerminkan bangkit-
nya kembali sikap dan jiwa feodal atau neofeodal dalam strata ma-
syarakat dan kebudayaan kita.

Gejala itu memperlihatkan eratnya hubungan antara perkem-
bangan bahasa Indonesia dan perkembangan masyarakat pemakainya,
sesuai dengan aspirasi sosial-politik dan sosial-budaya yang melatar-
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belakanginya. Dalam batas-batas tertentu, hal itu dapat berdampak
positif terhadap upaya pengembangan daya ungkap bahasa Indonesia.
Namun, dalam kenyataannya selama ini yang menggejala ialah ke-
rancuan semantik yang lebih luas dan lebih dominan daripada ber-
kembangnya daya ungkap tersebut. Selama kerancuan semantik ini
masih melekat dalam perilaku berbahasa kelompok masyarakat ter-
tentu, maka selama itu pula kerancuan semantik itu akan menjadi
penghalang bagi masyarakat luas untuk meng-gunakan bahasa Indo-
nesia secara lebih bebas dan lebih leluasa. Oleh karena itu, membe-
baskan bahasa Indonesia dari pengaruh neofeodal seperti itu dan me-
ngembalikan ciri demokratis dan egalitarianisme yang dimilikinya
merupakan kewajiban semua pihak yang harus terintegrasi dalam ru-
musan politik bahasa.

Sehubungan dengan beberapa butir pandangan di atas, seminar ini di-
selenggarakan dengan tujuan meninjau dan merumuskan kembali ha-
sil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975. Selama 24 tahun telah ter-
jadi berbagai perubahan dalam bidang sosial-politik dan sosial-bu-
daya, baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terha-
dap situasi dan kehidupan kebahasaan di Indonesia. Empat pokok
bahasan dalam seminar ini diharapkan dapat menjaring dan meng-
identifikasi perubahan-perubahan tersebut sebagai bahan masukan dan
sekaligus bahan pertimbangan bagi para peserta Seminar dalam me-
ninjau dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasio-
nal 1975 itu.

Keempat pokok bahasan itu masing-masing berkaitan dengan (1)
kedudukan dan fungsi bahasa, (2) mutu dan peran bahasa, (3) mutu
pemakaian bahasa, dan (4) kelembagaan. Kedudukan dan fungsi ba-
hasa disoroti dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, sastra Indonesia
dan daerah, dan bahasa asing. Adapun topik tentang penelitian baha-
sa, penelitian sastra, penelitian pengajaran bahasa dan sastra, serta
penyusunan sarana uji kemahiran berbahasa tercakup dalam pokok
bahasan tentang mutu dan peran bahasa. Sementara itu, masalah mu-
tu pemakaian bahasa akan dipaparkan melalui tiga topik, yaitu pe-
ningkatan mutu pengajaran bahasa, peningkatan mutu pengajaran sas-
tra, dan peningkatan pemasyarakatan bahasa dan sastra. Akhirnya,
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hal yang berkenaan dengan masalah kelembagaan secara khusus akan
dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi lembaga kebahasaan.

Melalui pemaparan dan pembahasan keempat pokok bahasan itu,
seminar ini diharapkan dapat menyusun dan merumuskan suatu po-
litik bahasa yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam menangani
berbagai masalah kebahasaan yang aktual di Indonesia. Dalam meng-
hadapi era globalisasi pada abad ke-21, rumusan tentang kedudukan
dan fungsi bahasa perlu benar-benar lebih dimantapkan dalam semi-
nar ini. Selain itu, masalah kelembagaan perlu ditata kembali sesuai
dengan tuntutan perubahan yang timbul di dalam masyarakat sehing-
ga mekanisme kelembagaan tersebut mencerminkan rambu-rambu
yang jelas dalam mengelola setiap upaya pembinaan dan pengem-
bangan bahasa di Indonesia.
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1

a.

Perlu dipikirkan dan disusun kerangka baru mengenai fungsi ba-
hasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kerangka itu
hendaknya jangan diarahkan untuk mencapai suatu sasaran tertentu
yang diinginkan, tetapi diarahkan pada penggunaan prinsip-prinsip
umum teori kebahasaan dan kenyataan empiris yang ada di ma-
syarakat.

. Dalam menetapkan fungsi-fungsi itu, kita hendaknya lebih meng-

hidupkan penghargaan pada keberagaman dan fungsi itu jangan di-
mutlakkan supaya tidak kaku.

Bambang Kaswanti Purwo, Universitas Katolik Atmajaya

a.

b.

BIPA sudah merupakan lahan basah dan tidak perlu dibantu kare-
na memang sudah tumbuh subur.

Yang perlu dipikirkan ialah pengajaran bahasa Indonesia untuk
berbagai kelompok etnis di Indonesia karena berbagai bahasa dae-
rah memiliki sistem linguistik yang berbeda-beda. Hal itu penting
demi memuluskan pengajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi,
pengajaran bahasa daerah itu memiliki kendala tidak adanya atau
tidak banyaknya orang yang menguasai pengajaran bahasa daerah.

Dédé Oetomo, Universitas Airlangga, Surabaya

a.

Negara macam apa yang divisikan oleh pemerintah kita yang akan
datang? Dugaan saya ialah negara kita pada masa yang akan da-
tang adalah negara yang lemah, yakni negara yang hanya mem-
fasilitasi atau negara yang hanya sekadar sebagai pendukung
(support system).
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b. Saya usulkan agar kata pembinaan dihilangkan dari nama Pusat

C.

Bahasa karena kata pembinaan terkesan adanya pemaksaan.
Tidak usah dirisaukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
karena hal itu sudah tercapai. Yang perlu diperhatikan ad:lah
pengajaran bahasa daerah. Konsep persatuan itu sendiri bagai-
mana?

4. Asim Gunarwan, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia

5.

a.

b.

Bapak mementingkan penerjemahan, apakah itu berarti bahwa
implikasinya nanti diperlukan sekolah penerjemahan?

Apakah tolok ukur lafal baku yang dipakai? Saya kira di dalam
bahasa Inggris hal itu juga sulit.

. 1) Jika bahasa Cina diperlakukan sebagai bahasa daerah, bahasa

itu perlu juga dibina dan dipelihara. Dalam kaitan itu, apakah
hal itu tidak bertentangan dengan upaya pembauran.

2) Bahasa Cina apa yang akan dipakai? Hal itu penting dipertim-
bangkan karena bahasa Cina itu banyak macamnya.

3) Nama BIPA itu perlu dipertimbangkan. Mungkin perlu disi-
sipkan kata bahasa sehingga menjadi bahasa Indonesia untuk
penutur bahasa asing (BIPBA) atau bahasa Indonesia sebagai
bahasa asing (BISBA) agar lebih universal. Istilah penutur
asing adalah istilah imigrasi, seperti penonton asing atau
peninjau asing.

D.P. Tampubolon, Universitas Sumatra Utara, Medan

Pertanyaan mengenai seberapa jauh bahasa Indonesia berfungsi se-
bagai wahana modernisasi kebudayaan dalam arti luas perlu di-
renungkan apakah kebudayaan nasional itu sudah ada atau masih
berkembang. Menurut hemat saya, kebudayaan nasional itu masih
berkembang dan pengaruhnya kepada bahasa Indonesia juga ba-
nyak.

. Sebenarnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu sudah

tercapai. Akan tetapi, persatuan yang bagaimana yang akan terjadi
pada masa yang akan datang? Apakah persatuan dalam federal,
otonomi luas, atau dalam otonomi khusus. Akan bersatukah kita
dalam negara federal dan sebagainya itu?
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6.

c. Dalam masa 32 tahun yang lalu ternyata yang ada ialah bahasa
Indonesia yang terkekang oleh kekuasaan. Demokratisasi bahasa
yang bagaimana yang akan terjadi nanti? Dalam kaitan itu, ba-
gaimana peran Pusat Bahasa dan apakah Pusat Bahasa tidak harus
independen?

Soenardji, Universitas Negeri Semarang

a. Saya usulkan agar fungsi bahasa Indonesia dalam ilmu dan tekno-
logi menjadi konsiderans rumusan hasil seminar ini.

b. Usul agar di samping kata kebudayaan digunakan juga kata pem-
budayaan.

c¢. Perlu adanya penajaman konsep pendemokrasian bahasa agar kita
tidak menghilangkan kesantunan berbahasa di sisi lain.

Amran Halim, Universitas Sriwijaya, Palembang

Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 diadakan tidak lama sete-
lah Pusat Bahasa lahir. Seminar itu diadakan karena Pusat Bahasa
pada waktu itu tidak memiliki pegangan atau acuan kerja. Ketika itu
pada nama ada dua kata, yaitu pembinaan dan pengembangan. Sebe-
narnya, pembinaan masih perlu bagi pemakaian bahasa daerah sebab
pemakai bahasa daerah di luar pulau Jawa ternyata ada yang merasa
malu berbahasa daerah karena bahasa daerah itu disebut bahasa udik.
Untuk itu, diperlukan pembinaan sikap mental pemakai bahasa dan
diperlukan pengembangan bahasa daerah itu sendiri. Pengembangan
pada waktu itu memang tidak dipikirkan ke arah otoriter, ini yang
benar dan itu yang salah. Bagaimana pun kebakuan itu diperlukan,
tetapi keberagaman memang tetap ada. Kalau tidak, bahasa Indonesia
tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pendukung kebudayaan
dan penyampai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu,
lahirlah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurna-
kun dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jadi, keberagaman
tetap dihargai dan kebakuan harus ada.

Mengenai BIPA, juga belum terpikirkan, bahasa Indonesia mana
yang harus diajarkan. Ada yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia
yang diajarkan adalah bahasa Indonesia gaya Jakarta. Dengan demi-
kian, seorang asing yang belajar bahasa Indonesia dan untuk meng-
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akrabkan dirinya dengan petugas pabean, dia bertanya Apa yang ka-
mu perlukan? la menggunakan kata kamu karena itulah yang diang-
gapnya tepat yang pernah dipelajarinya.

Fungsi bahasa Indonesia juga belum lengkap, tetapi cukup untuk
acuan kerja pada masa itu; yang juga belum terpikirkan adalah apa-
kah fungsi bahasa Inggris di Indonesia; apakah bahasa Inggris dapat
dipakai sebagai bahasa kerja, dan apakah tenaga kerja Indonesia ka-
lah bersaing karena mereka tidak dapat berbahasa Inggris?

J.D. Parera, Universitas Negeri Jakarta

a. Yang harus diurus oleh pemerintah pusat ialah bidang pertahanan,
keamanan, politik luar negeri, dan bahasa Indonesia.

b. Harap pengajaran bahasa Indonesia disesuaikan dengan daerah
tempat pengajaran itu berlangsung. Jadi, jangan digunakan satu
model untuk mengajarkan bahasa Indonesia pada seluruh orang
Indonesia.

c. Hendaklah diketahui dengan jelas kemampuan apa (basic com-
petence) apabila seseorang belajar bahasa Indonesia.

Jawaban

Usul Pak Yus tentang kerangka fungsi bahasa Indonesia dan tentang
penghargaan pada keberagaman serta usul Pak Bambang tentang per-
lunya pengajaran bahasa Indonesia untuk berbagai kelompok etnis di
[ndonesia perlu dimantapkan dalam sidang kelompok. Saya setuju
bahwa diperlukan cara mengajar yang berbeda untuk daerah yang
berbeda.

Kata pembinaan perlu didiskusikan di sidang kelompok.

Sopan santun berbahasa memang harus dijaga. Istilah demokrasi ba-
hasa mungkin tidak tepat, tetapi yang saya maksudkan ialah perilaku
berbahasa.

a. Ya, kita perlukan sekolah penerjemah di samping sarana lain.
b. Pembakuan lafal memang belum ada tolok ukurnya yang tepat.
c. Biarkanlah nama BIPA itu tetap dipakai karena sudah terlanjur
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populer; yang penting adalah konsepsinya.

5. Pusat Bahasa masih diperlukan. Akan tetapi, jika Pusat Bahasa meng-
arahkan bahasa sebagai alat kekuasaan, tentu saja Pusat Bahasa itu
tidak diperlukan.

6. Memang perlu diteliti bahasa daerah mana yang akan dikembangkan
dan perlu dipertajam fungsi bahasa Inggris di tengah-tengah bahasa
Indonesia.



OTORITARIANISME DAN DISTORSI BAHASA

Eep Saefulloh Fatah
Universitas Indonesia

1. Orde Bohong

Kalau larangan telah menjadi kebiasaan,

untuk apakah akal sehat ...

Kalau kekejaman telah menjadi kebijaksanaan,
untuk apakah pengadilan ...

Kalau penindasan telah menjadi sarapan,

untuk apakah pembangunan ...

Kalau penyelewengan telah menjadi kebudayaan,
mengapa kita masih di sini?

Sajak Kalau-nya Noorca Marendra Massardi itu tiba-tiba saja muncul da-
lam ingatan saya, ketika beberapa pekan terakhir ini saya sangat kerap
mendengarkan orang bicara tentang Orde Baru (Orba) sebagai sebuah
masa lalu. )

"Orba dibesarkan oleh kebohongan". Inilah kalimat yang sangat se-
ring saya dengar. Dan saya bersetuju tentang itu. Terakhir, saya mende-
ngarnya dari Prof. Dr. Maswadi Rauf dalam sebuah diskusi yang diada-
kan oleh Laboratorium Iimu Politik FISIP Universitas Indonesia, Kamis,
25 Juni 1998.

Sajak Noorca itu--yang pernah dibacakan Pangdam Jaya (waktu itu)
AM Hendropriyono dalam acara 40 Tahun Prokreasi Noorca dan Yudhis
di TIM Jakarta (9/2/1994)--menggambarkan dengan baik karakter Orba.
Orba itu sebetulnya adalah Orde Kebohongan (Orbo), sebuah Orba yang
Orbo. Kekuasaan Orba--dengan meminjam bahasa "sekolahan"--diprak-
tikkan dengan "hegemoni”, bukan "dominasi”.

Hegemoni adalah membunuh, tetapi seolah merangkul. Manampar,
tetapi seolah mengelus. Menginjak-injak, tetapi seolah memijati. Pendek-
nya, hegemoni adalah senyum drakula yang menyembunyikan taringnya.
Penindas yang berbohong menjadi penolong. Sementara dominasi adalah
praktik kekuasaan yang "jujur”, membunuh dengan menusuk langsung
ke jantung, menampar terang-terangan, menginjak-injak dengan akibat
rasa sakit seketika. Dominasi adalah tertawanya drakula yang memper-
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tontonkan taringnya. Penindas yang jujur yang mengaku sebagai penin-
das. Jika dominasi adalah otoritarianisme yang terang-terangan, hegemoni
adalah otoritarianisme yang berbaju demokrasi. Inilah Orba yang Orbo
1tu.

Adalah sebuah "prestasi luar biasa" bahwa Orba yang Orbo itu bisa
bertahan lebih dari tiga dekade. Salah satu penyokongnya adalah terlam-
batnya kesadaran banyak orang tentang adanya praktik hegemoni itu.
Akibatnya, banyak orang yang melawan hegemoni kekuasaan dengan
cara-cara dominatif. Ketika penguasa membunuh diam-diam, penentang-
nya melawan dengan menghunus pisau di tempat terang-benderang. Aki-
batnya, mereka yang melawan selalu terkambinghitamkan sebagai "mu-
suh semua orang". Mestinya, hegemoni dilawankan dengan perlawanan
hegemonik pula. Namun, kemungkinan perlawanan hegemonik rakyat
terhadap kekuasaan Orba yang hegemonik, harus diakui, sulit dibayang-
kan di bawah kekuasaan Soeharto. Adalah instrumen kekuasaan ala Soe-
harto yang membuat sulitnya membayangkan kemungkinan itu.

Orba memakai dua instrumen utama untuk mengefektifkan kekuasa-
an: politik pengamanan dan politik logistik. "Politik pengamanan"--ber-
beda dengan "politik keamanan" yang menciptakan rasa aman--justru
menciptakan/memproduksi rasa takut. Rasa takut rakyat inilah yang ke-
mudian dimanfaatkan sebagai aset penguasaan. Sementara "politik logis-
tik" adalah langkah-langkah pemenuhan kebutuhan ekonomi-dasar bagi
rakyat. Rakyat yang takut dengan perut yang relatif tak terlampau berma-
salah itu lalu menjadi penyokong napas panjang Orba yang Orbo.

Pertanyaan pentingnya adalah apakah ketika orang ramai-ramai me-
nyebut Orde Reformasi saat ini, karakter Orbo dari Orba serta merta
akan menghilang? Apakah hegemoni akan berakhir dengan berhentinya
Soeharto sebagai presiden dan maraknya tuntutan reformasi?

Bagi saya, jawabnya jelas: belum tentu. Penjelasan Mensesneg dan
Kapuspen Hankam/ABRI yang melingkar dan tak transparan, juga Jaksa
Agung dan beberapa pejabat tinggi ABRI beberapa hari terakhir ini, bisa
menjadi "data kecil" untuk menyokong jawaban saya. Bahwa kita tidak
akan mudah menemukan politik kejujuran atau transparansi yang serta
merta. Bahwa Orbo akan menjadi tabiat lama yang sulit "kita" kikis.
Bahkan saya membayangkan bahwa gembar-gembor reformasi bisa saja
tetap berjalan sementara Orbo tetap menjadi gejala lain yang juga tetap
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berjalan. Bahwa bisa saja akhirnya sistem politik kita memproklamasikan
dan mempraktikkan sebuah moto, sekalipun diam-diam: "Sekali Orbo te-
tap Orbo." Apalagi, moto itu sebenarnya sudah terdukung oleh tiga fakta
sekaligus. Pertama, kebohongan yang telah diberi kerangka sistemik
yang cukup kuat oleh rekayasa politik Orba selama tiga dekade lebih.
Kedua, pembudayaan kebohongan telah terinternalisasi sebagai bagian
dari perilaku pejabat pada umumnya. Ketiga, masyarakat telah memiliki
"resistensi”--dalam bahasa yang lebih tegas: "keakraban"--dengan ke-
bohongan. Orang-orang, misainya, tetap beranggapan bahwa koran seka-
lipun tidak dapat dipercayai beritanya. Sindrom ketidakpercayaan pada
informasi dan sindrom ketidakpercayaan pada pejabat, misalnya, jangan-
jangan saat ini tak lagi dipandang sebagai sindrom, melainkan kebiasaan.
Kebohongan terlanjur diakrabi bukan sebagai penyakit, tetapi sebagai ke-
harusan rutin sehari-hari. Jika benar demikian, maka celakalah kita. Orba
boleh jadi telah larut bersama sejarah kejatuhan Soeharto, sebagaimana
Orla pernah larut bersama sejarah kejatuhan Soekarno. Namun, bisa juga
semua orde itu tetap melanjutkan diri sebagai sebuah Orbo. Jika ini be-
nar-benar terjadi, sulit dibayangkan kita bisa keluar dari kebobrokan-ke-
bobrokan politik lama secara bermakna.

Saya pun teringat dengan peribahasa Sunda yang saya pelajari di
SD: Adean ku kuda beureum. Menurut guru bahasa Sunda saya--ia bisa
saja salah--peribahasa itu menunjuk orang atau kelompok yang kelihatan
gaya, hebat, mentereng, dan serba unggul, tetapi sebetulnya dengan mo-
dal yang seluruhnya pinjaman. Sebuah fenomena "kebesaran dengan ke-
bohongan". Jangan-jangan begitulah kita (Republika, 28 Juni 1998).

2. Berkhianat pada Kata
Sebuah siang yang terik di tengah Agustus 1998, saya berhenti di lampu
merah Warung Buncit, Pasar Minggu. Di pembatas tengah jalan ada se-
buah patung tangan yang memakai jam--benar-benar sebuah jam yang
berfungsi sebagai penunjuk waktu. Menggantung di patung itu dua baris
tulisan yang terbaca jelas: "Tepat waktu adalah cermin kepribadian bang-
saku." Namun, ketika saya cocokkan dengan jam di tangan saya, jam di
patung itu ternyata terlambat 35 menit.

Saya tiba-tiba saja teringat pada mantan Presiden Soeharto. Hanya
beberapa bulan setelah secara tidak fair memberi fasilitas monopoli niaga
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cengkeh kepada anaknya, Soeharto berpidato tentang perlunya bangsa In-
donesia membentuk tata ekonomi nasional yang berkeadilan. Lalu, di te-
ngah hujan kritik atas kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya yang
menyengsarakan rakyat banyak, tiba-tiba saja, melalui sebuah pidato,
Soeharto menyerukan: "Jangan sakiti hati rakyat."

Patung Warung Buncit, Pasar Minggu, dan pidato-pidato Soeharto
memang dua hal yang tak berkaitan. Namun, sebetulnya keduanya me-
wakili sesuatu yang telah menggejala begitu lama di tengah kehidupan
kita. Betapa telah terbiasanya kita untuk berkhianat, tak bersetia, pada
kata-kata. Kerap kali, kata-kata dikhianati justru oleh sang pengucapnya
sendiri. Celakanya, pengkhianatan itu dilakukan seolah tanpa perasaan
berdosa dan diulang-ulang sebagai kebiasaan yang berpola. Dan, kata-
kata pun menjadi tak lagi punya makna. Meminjam salah satu bait sajak
Sapardi Djoko Damono: Begitu cepat kata demi kata menjadi abu dan
mulai bertebaran dan menyesakkan udara.

Dalam konteks Orde Baru, pengkhianatan terhadap kata-kata bahkan
telah mengalami pelembagaan; diberi dasar-dasar justifikasi hukum. Dan
pengkhianatan terhadap kata-kata yang telah terlembagakan ini kemu-
dian—sebagaimana digambarkan dalam beberapa studi Benedict R.O.G.
Anderson, seorang ahli Indonesia terkemuka—telah diperlakukan sebagai
salah satu senjata otoritarianisme.

Kita dapat menemukan setidaknya dua modus penggunaan kata-kata
sebagai senjata otoritarianisme Orde Baru. Pertama, manipulasi dan eufe-
misme. Kata-kata dipakai sebagai bagian dari politik kebohongan. Men-
teri energi mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga
bahan bakar minyak (BBM). Beberapa pekan setelah itu harga BBM pun
naik. Aparat keamanan menenangkan masyarakat bahwa keadaan kota
aman. Tak lama kemudian terjadi kerusuhan besar. Menteri ekonomi me-
ngumumkan bahwa fundamental ekonomi kuat. Beberapa bulan kemudian
perekonomian ambruk hingga ke dasar-dasarnya hanya lantaran terpaan
satu gelombang krisis.

Dalam bentuk yang lebih halus, modus manipulasi lewat kata-kata
dilakukan melalui eufemisme. Hal-hal buruk dikaburkan sehingga tampak
sebagai sesuatu yang tak terlampau buruk, bahkan berubah menjadi ba-
gus. Kekasaran dipermak lewat kata-kata sehingga menjadi terasa lembut.
Eufemisme bahkan begitu sukses dimassalkan sehingga tanpa kita sadari--
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meminjam jingle iklan majalah Ummat--ia telah menjadi tiran yang di-
tanam di kepala kita. Kedua, melarikan diri dari pokok persoalan. Kata-
kata dipakai untuk menjawab atau menenggelamkan kritik dan gugatan
terhadap kekeliruan. Ketika orang dibikin pusing dengan kenaikan harga
terus-menerus, rezim bukannya melakukan stabilisasi harga melainkan
menghapus kata "kenaikan harga" dari kamus dan menggantinya dengan
"penyesuaian harga". Ketika orang dicekam rasa takut karena tingginya
ancaman penggarukan dan penahanan bagi aktivis oposisi politik, rezim
bukannya mengakhiri praktik represif itu, melainkan mengganti kata "di-
garuk” dan "ditahan" dengan "diamankan".*

Memperlakukan kata-kata sebagai senjata bagi sistem otoritarian
atau totalitarian tentu bukan tanpa risiko. Risiko inilah antara lain yang
digambarkan dengan baik oleh sebuah buku yang ditulis Zbigniew
Brzezinski (asisten Presiden AS Jimmy Carter untuk urusan keamanan):
The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth
Century (1989). Salah satu sumber kegagalan sistem komunis yang totali-
tarian, tulis Brzezinski, adalah dipraktikkannya penyederhanaan berlebih-
an besar-besaran (grand oversimplification). Praktik ini disokong oleh
proyek-proyek manipulasi makna, manipulasi melalui kata-kata, yang
berpola dan sistemik. Lantaran itulah, antara lain, komunisme mengero-
pos lalu hancur, kata Brzezinski.

Brzezinski telah menunjukkan sebuah risiko dari pengkhianatan ter-
hadap kata-kata: hancurnya sebuah sistem melalui pengeroposan internal.
Brzezinski sebetulnya menggarisbawahi bahwa berkhianat pada kata-kata
sebetulnya bisa berubah diam-diam menjadi upaya menggali lubang kubur
sendiri.

Kita--setidaknya sampai hari ini--tampaknya belum menanggung ri-
siko separah itu. Tapi, pengkhianatan pada kata-kata telah menjadi waris-
an Orde Baru yang mencemaskan. la telah menyebarkan sejenis virus
berbahaya di tengah masyarakat kita dan menciptakan sebuah penyakit
kronis: sindrom ketidakpercayaan pada kata-kata. Diam-diam atau terang-
terangan, hampir semua kita jangan-jangan telah mengidap sindrom ini
beserta segenap konsekuensinya. Maka ketika Soeharto muncul di tele-
visi, lengkap dengan wajah dan bahasa tubuhnya yang sepuh, mengatakan
bahwa ia tak punya uang sesen pun yang tersimpan di luar negeri, de-
ngan cepat kita terkekeh atau mengulum senyum dan memandangi wajah
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tua itu seraya bergumam: kebohongan macam apa lagi yang sedang dite-
barkan. Maka ketika Habibie mengatakan bahwa ia tak takut memeriksa
Soeharto, umumnya koran justru segera menampilkan Habibie sebagai
seorang presiden yang tak mungkin punya keberanian semacam itu sam-
bil memasang gambar wajahnya yang mengekspresikan kegetiran dan
rasa takut.

Sindrom ketidakpercayaan bahkan tak hanya menjangkau wilayah
Soeharto-Habibie macam itu, melainkan diidap oleh siapa pun terhadap
kata-kata siapa pun. Boleh jadi, banyak orang yang membaca berita ko-
ran setiap hari sambil tak mempercayai isinya. Boleh jadi, terhadap ucap-
an siapa pun--terlebih-lebih jika ia mewakili institusi formal-negara--ke-
banyakan orang menyambutnya dengan ungkapan ketidakpercayaan.

Soal ini adalah sebuah soal besar yang tak saja sangat layak dipri-
hatini, tetapi juga dijadikan agenda masa depan. Bahwa di pundak kita
terbeban sebuah tugas sejarah untuk mengeluarkan bangsa ini dari sin-
drom ketidakpercayaan pada kata-kata. Dan hanya dengan membangun
karakter sistem politik yang kredibel, responsif, kompeten, dan represen-
tatif--dengan aparatur yang berkarakter serupa--kita bisa keluar dari sin-
drom semacam itu dan tidak bernasib buruk seperti gambaran Brzezinski
(Republika, 20/09/1998).

3. Pemimpin Berbudaya Timur

Kertas yang kosong
untuk kepala yang kosong
dan janji yang kosong

Kata-kata itu tertera di sebuah kertas suara di Uusima, satu dari 15 wila-
yah pemilihan dalam Pemilu Parlemen Finlandia, 21 Maret 1999 lalu. Ia
terter:. di salah satu kertas suara yang bertumpuk bersama dengan kartu
suara lain yang tidak sah karena pemilih tidak menulis nomor kandidat
anggota parlemen di kertas itu. Pemilih justru melakukan protes dengan
menuliskan kata-kata di atas, boleh jadi lantaran ia tak tahu isi kepala dan
tak percaya janji kosong para kandidat.

Apa yang bisa kita pelajari dari soal yang kelihatan remeh temeh
itu? Jawabnya: Setiap orang bebas memilih wakil mereka di parlemen
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dengan rasional. Ketika yang didapati sang pemilih adalah "kepala yang
kosong dan janji yang kosong", ia leluasa untuk tak menentukan pilihan-
nya.

Soal remeh temeh itu pun memberi pelajaran lanjutan lain: Rakyat
berhak tahu dulu isi kepala dan menakar dulu janji seorang calon pemim-
pin sebelum memutuskan pilihannya. Rakyat tak boleh dipaksa membeli
kucing dalam karung. Pemimpin tak berhak meminta cek kosong dari
rakyat. [tulah pelajaran Finlandia, sebuah negara Skandinavia yang mak-
mur dengan kualitas demokrasi yang teruji, nun di utara Eropa sana.
Apakah itu pelajaran tentang budaya utara atau budaya barat, dan bukan
timur? Menurut saya, bukan.

Pelajaran Finlandia yang saya temukan ketika ikut meninjau pemilu
di sana adalah pelajaran universal tentang kaidah elementer demokrasi
bahwa pemilihan pemimpin mestinya dilakukan melalui mekanisme rasio-
nal. Para calon pemimpin memiliki kesediaan mengungkapkan gagasan-
gagasannya--tentu jika ia punya--di depan publik. Publik berhak menilai
kelayakan gagasan-gagasan itu sekaligus menakhodai bangsanya. Dan ini
bukan soal budaya timur, barat, sglatan, barat daya, tenggara atau budaya
dari arah angin mana pun. Tak relevan mempersoalkan arah angin di
situ. Persoalannya, kita harus mengakhiri periode kepemimpinan sopir
bajaj ketika pemimpin sangat sok tahu dan tidak merasa punya tanggung
jawab untuk bercerita kepada rakyat apa yang hendak ia perbuat. Pemim-
pin hanya duduk manis tak bergeming di atas singgasananya dan sangat
hemat-pelit menyampaikan isi pikirannya. Pemimpin seperti itu tak ubah-
nya sopir bajaj yang seenaknya membawa penumpang--naik ke trotoar,
berbelok mendadak, berbalik arah melawan arus jalan, menabrak lampu
merah, menyerempet orang di pasar--tanpa memberi sinyal dan sedikit
pun rasa tanggung jawab.

Sudahlah, kita akhiri model kepemimpinan seperti itu. Benar--se-
perti cerita Clifford Geertz ketika menjelaskan konsep Theatre State--
pemimpin semacam itu bisa kelihatan sakral, kharismatik, dan membuat
bulu kuduk orang berdiri. Namun, efektif untuk proyek pembodohan rak-
yat dan penguatan otoritarianisme.

Jadi--jika Anda belum puas juga--apakah perdebbatan publik di
antara calon pemimpin merupakan pelanggaran atas budaya ketimuran?
Jika Megawati Soekarno Putri yang diminta menjawab pertanyaan ini,
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jawabannya jelas: Ya, merupakan pelanggaran. Jawaban itu saya tahu se-
bab ketika diundang ikut serta debat antarcalon presiden oleh Forum Sa-
lemba di Universitas Indonesia, Megawati menolak hadir. Berdebat di
muka umum, menurut Megawati--dan tentu saja PDI Perjuangan--tak se-
suai dengan budaya timur. Selain itu, berdebat di muka umum, menurut
mereka tak diatur oleh satu pun aturan perundang-undangan.

Sebagai warga negara terus terang saja saya sangat sedih mendengar
dua alasan itu. Saya tak habis mengerti bagaimana mungkin "budaya ti-
mur" dan "aturan perundangan" bisa ditafsirkan semena-mena seperti itu.
Yang saya tahu, ketika sejumlah perempuan dipaksa membuka kaosnya--
apa pun warna dan gambar di kaos itu--menjadi setengah telanjang, itulah
pelanggaran budaya timur dan aturan perundangan yang sangat serius.

Saya sedih, bagaimana mungkin seorang tokoh publik--yang konon
memiliki kans besar untuk menjadi presiden--justru sangat hemat meng-
ungkapkan gagasan-gagasannya di depan publik dan menolak mendiskusi-
kan gagasan-gagasan itu secara rendah hati. Bagaimana mungkin rakyat
akan bisa membuat pilihan rasional atas para calon pemimpin mereka.
Saya juga sedih bahwa tokoh-tokoh publik semacam itu dimanjakan oleh
publik sendiri, termasuk oleh media massa. Saya sedih bahwa diam-diam
masih banyak orang yang bersedia membeli kucing dalam karung bahkan
dalam kotak kayu tebal yang terkunci. Saya sedih diam-diam masih ba-
nyak orang yang bersedia memberi cek kosong pada calon-calon pemim-
pin padahal rekening mereka sudah semakin tipis termakan krisis politik
dan ekonomi. Dan juga saya sedih mengingat sebuah pepatah Inggris:
People will get the government they deserve. Rakyat akan memiliki pe-
mimpin yang memang layak untuk mereka. Dengan rakyat yang mau
membeli kucing dalam karung, maka yang akan terbeli memang kucing
yang hanya bisa berteriak merdeka; bukan meneladani dan memimpin
reformasi.

Di tengah kesedihan itulah "datang" Benhard Dahm kepada saya
membawa hasil penelitiannya di Jawa, Myanmar, dan Vietnam. Otorita-
rianisme, kata Dahm, memang bisa terus berlanjut di satu tempat mana-
kala rakyat dan pemimpin kompak membangun model daulat raja bukan
daulat rakyat.

Mudah-mudahan cerita sedih Dahm tidak benar-benar terjadi di In-
donesia hari-hari ini dan esok. Dan untuk itu, kita butuh pemimpin yang
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penuh budaya ketimuran: rendah hati berhadapan dengan rakyat; mau
menyapa rakyat dengan rencana masa depan yang masuk akal dan boleh
diperdebatkan (Taman Mini, 24 April 1999/Republika, 25/04/ 1999).

4. Budaya Mitos

Berbahayakah sebuah mitos? Jika pertanyaan ini diajukan kepada Nelson
Mandela yang baru saja lengser dari jabatan Presiden Afrika Selatan, bo-
leh jadi jawabannya adalah "Ya".

Nelson adalah legenda hidup bagi rakyat Afrika Selatan. Ia pejuang
antiapartheid yang amat gigih sejak usia muda. Perjuangannya itu kemu-
dian membawanya ke penjara selama 27 tahun. Nelson mendekam di
penjara rezim apartheid dengan perlakuan yang sangat tak manusiawi.

Penjara, selain membuat Nelson harus mengidap sejumlah penyakit,
membuat Nelson mengalami mitologisasi. Mandela terkurung jauh dari
realitas. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Namun, semakin hari namanya jus-
tru semakin membesar. Ketiadaan persentuhan Mandela dengan alam
nyata justru membuat sosoknya makin menggelembung. Nelson pun ke-
mudian dipahami banyak orang bukan sebagai sosok historis, tetapi sosok
mitologis.

Media massa--terutama media massa internasional yang terus me-
nyoroti pemenjaraannya sebagai kasus antidemokrasi dan menginjak-injak
hak asasi--makin menyuburkan mitologisasi ini. Walhasil Nelson lebih di-
kenal banyak, dalam sosok mitologisasinya, sebagai seorang lelaki pahla-
wan yang melebihi manusia biasa; jiwa raganya semata-mata hanya di-
penuhi oleh semangat perlawanan terhadap politik apartheid; tak pernah
mengeluh; tahan teruji dalam segala cuaca.

Mandela mengalami mitologisasi di mata orang banyak, tak terke-
cuali juga di mata Winnie Mandela, istrinya yang senantiasa setia "mene-
mani" Mandela dari luar tembok penjara, di alam nyata. Winnie mema-
hami Mandela persis sama seperti pemahaman umumnya orang kulit hi-
tam Afrika Selatan: tidak dalam sosok historisnya, tetapi sosok mitolo-
gisnya sebagai sang laki-laki pahlawan besar yang kehebatannya melewati
batas-batas yang bisa dicapai manusia biasa.

Ketika Mandela akhirnya keluar dari penjara, bertemulah Mandela
dan Winnie dengan bahaya sebuah mitos. Tak begitu lama setelah Man-
dela menghirup udara bebas di rumahnya dan Winnie tak lagi bersusah
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payah untuk bertemu Mandela seperti 27 tahun sebelumnya, sosok Man-
dela justru mengalami perubahan. Mandela semakin historis sebagai laki-
laki biasa. Mandela ternyata laki-laki yang sensitif, cepat marah, kerap-
kali memberantakkan meja makan secara "tak bertanggung jawab". Win-
nie yang terlanjur memahami Mandela dalam sosok mitologisnya sebagai
pahlawan besar mengalami keterkejutan yang luar biasa, semacam shock.
Baju-baju mitologis yang menyelimuti Mandela, perlahan, tetapi pasti,
tanggal dan makin hari yang ditemukan Winnie di rumahnya adalah laki-
laki biasa; bukan pahlawan besar tanpa cela yang sesekali dibesuknya di
penjara. Menurut penuturan Mandela dalam biografinya, Jalan Panjang
Menuju Kebebasan, itulah yang akhirnya membawanya ke perceraian
dengan Winnie. Pasangan yang paling banyak disorot dengan puja-puji
di seluruh dunia di paruh kedua abad ke-20, akhirnya bercerai justru tak
lama setelah Mandela tak lagi dipenjarakan.

Mandela dan Winnie bertemu dengan bahaya sebuah mitos, yakni
keterkejutan dan lunturnya ikatan emosional setelah sosok mitos makin
lama makin menjadi historis. Bagitulah pula sebetulnya cerita tentang Pa-
ngeran Charles dan Putri Diana dari Inggris. Ketika dipahami sebagai
"pasangan dari negeri dongeng" Charles-Diana dipuja-puji sebagai pa-
sangan paling serasi abad ini. Namun, makin lama mitos ini luntur dan
berganti dengan cerita-cerita historis tentang mereka. Setelah mereka ber-
cerai, baik Charles maupun Diana mulai membuat pengakuan-pengakuan
terbuka, tahulah kita bahwa perkawinan mereka mestinya bubar lebih ce-
pat. Yang membuatnya lebih lama hanyalah kemauan Charles dan Diana
untuk memahami dan mengenali satu sama lain dalam sosok mitologis
dan bukan historis.

Pelajaran berharga dari Mandela, Charles, dan Diana adalah bahwa
betapa nikmat memang hidup di alam mitologis. Namun celakanya, alam
mitologis adalah alam yang amat sementara. Ketika ia berganti menjadi
alam historis, kenikmatan itu ternyata hanyalah semacam gejala yang me-
mabukkan. Di situ tak ada rasionalitas, yang ada hanya emosi.

Maka dilihat dari sisi itu, boleh jadi benarlah anggapan yang dike-
nal umumnya orang Indonesia "Orang baik selalu mati lebih awal".
Benar, bukan lantaran hubungan sebab-akibatnya--karena orang itu baik
maka mati cepat--memang teruji, tetapi lantaran orang yang cepat mati
tidak sempat dikenali sosok historisnya secara luas dan dalam. Keburuk-
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an--atau sosok historis--orang-orang yang mati muda tak sempat dikenali
orang. Tengok saja R.A. Kartini, Panglima Besar Soedirman, atau tokoh
intelektual-aktivis Angkatan 66 Soe Hok Gie. Tokoh-tokoh itu terasa ber-
sih--antara lain--karena kurang historis. Selimut mitologisnya belum ter-
singkap banyak sejalan dengan waktu.

Pendeknya, setiap orang yang mengamankan diri dalam penjara mi-
tologis memang cenderung mudah dipuja-puji sebagai orang besar. Na-
mun, ketika ia menjadi semakin historis, maka makin mengerdillah so-
soknya.

Begitulah halnya Soekarno. Mereka yang sezaman dengan Soekarno
dengan mudah bisa mengenali Soekarno dari dimensi historisnya. Bagi
mereka, Soekarno--selain orang besar yang punya jasa sangat besar bagi
pendirian Republik--juga adalah Bapak Otoritarianisme. Bagi mereka,
Soekarno adalah sosok historis dengan segala puja dan celanya. Dan
Adnan Buyung Nasution perlu dicatat karena melalui disertasi doktornya
mendokumentasikan dengan baik sosok historis Soekarno sebagai pemo-
tong demokrasi konstitusional dan pendiri otoritarianisme bermerek De-
mokrasi Terpimpin. Namun, di depan anak-anak bangsa yang baru lahir
atau melek politik setelah zaman Soekarno lewat, Soekarno hanya bisa
dikenal dari sosok mitologisnya. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan
mengapa anak-anak muda yang mengaku prodemokrasi secara ironis me-
ngenakan kaos oblong bergambar Soekarno. Seolah-olah Soekarno adalah
Bapak Demokrasi. Soekarno kembali membesar setelah ia kembali di-
panggil pulang oleh Tuhan dan meninggalkan selimut mitos yang mem-
bungkusnya abadi.

Begitulah mitos bisa sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Mitos boleh jadi diperlukan--misalnya untuk memanfaatkan kepahlawanan
mitologis sebagai energi pembangkit semangat kebangsaan--tetapi sejati-
nya masyarakat yang sehat adalah yang bisa meminimalisasi mitos seba-
gai instrumen rekayasa sosial.

Pada titik itulah kecemasan patut dilayangkan pada fenomena ke-
munculan pemimpin mitologis semacam Abdurrahman Wahid dan ter-
utama Megawati Soekarno Putri. Wahid dan Mega lebih banyak tampil
dan dikenali sebagai sosok mitologis, dan bukan historis oleh pendukung
mereka. Wahid teramankan dalam baju-baju mitos yang dirajut dari pri-
mordialisme ke-NU-an. Mega teramankan dalam selimut mitos yang di-
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jalin dari simbolisasi emosional-irrasional yang sangat personal. Jika
patron-klienisme dalam NU mengamankan proses mitologisasi pada
Wahid, maka berdiam seribu bahasa mengamankan proses mitologisasi
pada Mega.

Dalam konteks itu, selama Mega tidak dipaksa tampil ke depan un-
tuk berbicara dan melakukan kerja-kerja politik riil sebagai bangsa, maka
selimut mitosnya akan semakin tebal. Mega menjadi sosok yang lebih
besar dari postur sesungguhnya. Sebaliknya, manakala Mega diberi pe-
luang untuk tampil sebagai pemimpin yang sesungguhnya, saya yakin
baju-baju mitosnya akan tanggal satu per satu dan berganti dengan sosok
historisnya yang sejati.

Pada titik itulah Mega akan benar-benar dapat diukur. Benarkah ia
pemecah segala soal seperti yang dipahami pendukung fanatiknya? Benar-
kah ia lokomotif demokrasi seperti yang dipercaya para intelektual pen-
dukungnya? Benarkah ia antistatus quo seperti yang ditulis pengamat
yang loyal padanya? Benarkah ia punya pikiran-pikiran yang jauh ke de-
pan? Benarkah ia bisa berfungsi efektif sebagai pemimpin yang bisa
membawa Indonesia keluar dari krisis?

Saya terprovokasi oleh pertanyaan-pertanyaan genting itu. Mungkin,
boleh jadi karena itu, saya sangat ikhlas jika orang seperti Mega (atau
Wahid) menjadi pemimpin bangsa ini--tentu saja sejauh melalui proses
vang sehat demokrasi dan dengan catatan ada oposisi yang kuat dan ber-
wibawa terhadap mereka. Dan boleh jadi, pada saat itulah kita akan me-
lihat bagaimana berbahayanya mitos yang dipelihara menjadi aset politik.
Mungkin saja akan ada keterkejutan dan rasa sakit pada banyak orang,
terutama pada pendukung mereka. Akan tetapi, pernahkah ada transisi
demokrasi tanpa keterkejutan, kegagapan, dan rasa sakit? (Jakarta, 10
Juli 1999/Republika 11/07/ 1999).
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A. Pertanyaan
1. Fuad Abdul Hamied, Universitas Pendidikan Indonesia

a.

Bahasa sebagai alat, apakah itu selalu berasal dari penguasa ter-
hadap yang dikuasainya ataukah itu bisa diamati sebagai suatu
yang terbalik. Padahal, sekarang ini banyak sekali pejabat yang
direpresi oleh rakyatnya.

Tentang istilah konsensus, memang, pada dasarnya bahasa itu ada-
lah konsensus walaupun sebenarnya "bahasa juga merupakan
konsensus yang dipaksakan" karena pada waktu lahir kita harus
menerima seperti yang digunakan oleh orang tua kita. Apakah
untuk kata konsensus yang dipaksakan itu relatif? karena terhadap
kata dipaksakan ini lama-lama orang menjadi ikhlas sehingga me-
rasa tidak dipaksa lagi. Apakah hal ini dapat berkembang terus
dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, kalau kita ikhlas walaupun
dipaksa tidak soal.

2. Hasan Alwi, Pusat Bahasa

Forum Seminar Politik Bahasa tidak dimaksudkan sebagai ma-

nipulasi untuk menghujat pemakaian bahasa di dalam zaman ini. Saya
setuju dengan pandangan bahwa yang terjadi adalah birokratisasi ba-
hasa; saya setuju bahwa yang terjadi adalah pengasingan masyarakat
dari pemakaian bahasa. Akan tetapi, ketika Pak Eep memberikan
contoh ketika berhadapan dengan para petani, para nelayan, untuk
keperluan sesuatu, Pak Eep telah mencoba memahami para nelayan,
_ Pak Eep telah mencoba sebisa mungkin menggunakan bahasa Indo-
nesia tanpa-ada kata asing, tetapi masyarakat tidak kunjung mengerti.
Saya pikir ini bukan karena birokratisasi bahasa, tetapi karena ke-
nyataan‘menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kita yang be-
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lum memahami bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita meng-
hadapi masyarakat yang memang belum memahami bahasa Indonesia,
kita perlu menurunkan tingkat bahasa kita agar bahasa kita dipahami
oleh mereka. Mohon klarifikasi.

Zainuddin Taha, Universitas Negeri Makassar

Saya kurang sependapat dengan pemakalah. Kalau tadi dikatakan
bahwa kerusakan bahasa itu terjadi karena birokratisasi bahasa, saya
berpendapat bahwa kerusakan bahasa terjadi karena politisasi bahasa
yang dilakukan oleh para politisi kita. Timbulnya eufemisme bukan
karena birokrat yang banyak melakukan eufemisme, melainkan para
politisi yang banyak melakukan eufemisme, baik pada masa lalu mau-
pun masa sekarang. Saya khawatir, jika pernyataan tadi tetap diper-
tahankan, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa penghujat terus-me-
nerus. Orde lama dihujat oleh orde baru, kemudian orde baru dihujat
oleh orde reformasi, dan seterusnya. Bahasa Indonesia dipolitisasi se-
demikian rupa dan dimanipulasi oleh politisi. Saya kira yang paling
bertanggung jawab terhadap kerusakan bahasa adalah politisasi bahasa
oleh politisi.

Abdul Gani Asyik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Anggapan bahwa yang dilakukan di kelas itu sifatnya represif,
akan bermakna pula bahwa pembakuan yang dilakukan sejak tahun
1975 akan dapat digolongkan ke dalam sesuatu yang represif. Banyak
hal yang berlaku dalam masyarakat terpaksa harus diubah disesuaikan
dengan ketentuan-ketentuan baru, misalnya menyolok mata menjadi
mencolok mata, kata maka dahulu sering dipakai, sekarang sudah ti-
dak ada tempat lagi. Bagaimana menurut Bapak tentang hal-hal seper-
ti ini.

Mulyo Seto, LKBN Antara

a. Birokratisasi bahasa terjadi di mana-mana. Sebagai contoh, terha-
dap wartawan baru sering diingatkan untuk berhati-hati dengan bi-
rokratisasi bahasa. Economist sering mendapat press release, baik
dari Pentagon, Lembaga Pertahanan Israel, bahkan dari Inggris.
Bahasanya memang bahasa birokrasi. Tidak berbeda dengan baha-
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sa Mabes, bahasa Soeharto di Indonesia. Masalahnya, wartawan
di Indonesia itu terlalu bodoh sehingga bahasa yang birokratis itu
ditulis sebagaimana aslinya. Berbeda dengan wartawan Economist
itu, yang membahasakannya kembali, menginterpretasi lagi. Baha-
sa diplomat itu adalah bahasa birokrasi, bahasa basa-basi. Perta-
nyaannya, bagaimana kita menghadapi bahasa para birokrat?

. Mengenai istilah "mengelabui realita dengan bahasa", ada seorang

filsuf yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat me-
mindahkan realitas itu ke dalam kata-kata verbal sehingga dalam
realitasnya sastra cerita-cerita yang lurus yang gampang ditangkap
adalah sastra yang buruk, sastra yang tidak mudah dipahami ada-
lah sastra yang bagus. Oleh sebab itu, orang yang mengelabui rea-
lita dengan bahasa, itu bukan mengelabui, melainkan memang ti-
dak bisa membahasakan secara verbal realita itu.

. Jawaban

« &

Salah satu syarat konsensus adalah adanya lebih dari satu orang/
pihak. Tidak ada konsensus yang dilakukan oleh satu pihak. Kon-
sensus bahasa yang dipaksakan mencerminkan relasi atau hubung-
an yang memegang alat-alat kekuasaan dengan mereka yang tidak
memegang alat itu sehingga harus dikuasai.

Bahasa jangan digunakan sebagai alat untuk membiasakan kita pa-
da situasi yang tidak sebenarnya. Bahasa harus diubah kembali
fungsinya sehingga menjadi termometer bagi masyarakat. Bahasa
sebagai alat ekspresi yang jujur dari satu satuan komunitas. Itu
yang harus dilahirkan oleh era baru.

. Saya sepaham dengan tanggapan Pak Hasan Alwi. Ketika saya ber-
temu dengan para nelayan, saya menyadari bahwa terjadi komplek-
sitas di sana. Saya menyadari ada kekurangan pada diri saya dalam
hal berkomunikasi, apalagi jika dibandingkan dengan Bung Harmoko,
yang dengan bahasa yang tidak saya mengerti dapat dekat dengan
rakyat. Hal lain adalah adanya konteks yang menganggap saya seba-
gai elit yang menyebabkan terjadinya kesulitan berkontak bahasa.

. Pendapat kita sebetulnya sama, ketika Bapak mengatakan politisasi
dan bukan birokratisasi, politik yang dimaksud adalah yang dicirikan
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D

oleh birokratik politik. Sistem politik yang birokratik yang dicirikan,
antara lain, oleh beberapa kebijakan birokrasi: (1) birokrasi menjadi
alat untuk mengawasi masyarakat atas penguasa atau negara. Biro-
krasi itu kemudian dijadikan alat untuk memisahkan masyarakat dari
proses politik. Politisasi yang berjalan sepanjang orde baru dengan
politisi, termasuk birokrat yang menempatkan diri sebagai politisi.
Banyak jabatan birokrat yang kemudian dipolitisasi. Jadi, apa yang
dimaksudkan oleh Pak Taha memperdalam apa yang saya sampaikan.

Ketika bahasa kita kritik karena menjadi alat dari birokrasi se-
hingga menjadi alat manipulasi, kita berhenti dari kekeliruan yang
berulang-ulang. Bagaimana bahasa dipakai orde baru untuk menghujat
masa lampau, bagaimana bahasa digunakan untuk menghujat orang
yang tidak kita setujui, dan bagaimana politisi-politisi naik kariernya
bukan karena kedekatan dengan rakyat, melainkan karena kepandai-
annya bersilat lidah.

Ada yang berbeda antara represi dan pembakuan. Pembakuan dilaksa-
nakan dengan mekanisme yang benar lewat konsensus yang benar
sehingga pembakuan merupakan konsensus yang telah terjadi dalam
masyarakat. Pembakuan yang mempertimbangkan individu, komuni-
tas, lokalitas, dan keanekaan. Itu adalah pembakuan dan bukan repre-
si, tetapi merupakan kristalisasi dari konsensus kebahasaan yang di-
ambil oleh setiap masyarakat di mana pun. Kalau pembakuan itu juga
memakai logika kerja birokrasi, mengenai kata baku ini terserah ke-
pada pandangan Anda. Bahasa harus tumbuh dari masyarakatnya.
Masyarakat jangan dipaksa untuk mengenal bahasa-bahasa yang asing
dengannya.

a. Bentuk dan cara kerja birokrasi berbeda di tempat yang satu de-
ngan tempat yang lain. Bentuk birokrasi tidak universal, tetapi
kontekstual. Bagaimana pengaruh birokrasi terhadap bahasa akan
dipengaruhi oleh karakter yang mempengaruhinya. Masalahnya
adalah demokratisasi tidak jalan sehingga birokrasi kita berjalan
begitu rupa dan kerusakan bahasa pun ikut sejalan dengan keru-
sakan birokrasinya.
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b. Dua faktor yang mempengaruhi birokrasi adalah
1) birokrasi di tempat yang demokratis tidak menuntut sesuatu
yang monolitik, dan
2) komunikasi yang demokratis
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Mahsun
Universitas Mataram, Lombok

1. Pendahuluan

Salah satu rumusan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 adalah
bahasa-bahasa Sasak, Bali, Batak, Bugis, Jawa, Madura, Sunda, dan lain-
lain, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai
bahasa daerah. Bahasa daerah, dalam Penjelasan Pasal 36, Bab XV, Un-
dang-Undang Dasar 1945, dinyatakan sebagai salah satu unsur kebuda-
yaan nasional yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Sehubungan de-
ngan itu, dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah
telah dirumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan melalui dua
kegiatan, yaitu inventarisasi dan peningkatan mutu pemakaian bahasa
daerah. Untuk inventarisasi bahasa-bahasa daerah dalam kurun waktu dua
dasawarsa terakhir ini telah dilakukan penelitian bahasa-bahasa daerah
secara intensif, baik yang menyangkut jumlah maupun aspek kebahasa-
annya. Bahkan, dalam kurun lima tahun terakhir telah dilakukan pene-
litian kekerabatan dan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia oleh Pusat
Bahasa. Adapun untuk peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah telah
dirumuskan kebijakan pengembangan pengajaran bahasa daerah melalui
pelaksanaan program (a) penelitian masalah pengajaran bahasa daerah
dan jalan pemecahannya, (b) perumusan kurikulum, (c) persiapan prog-
ram khusus pengajaran bahasa daerah yang secara langsung dapat meng-
hasilkan ahli bahasa daerah, (d) penentuan didaktik dan metodik bahasa
yang paling cocok, dan (d) pengembangan kepustakaan. Namun, dalam
kaitan dengan upaya peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah, yang
telah menjadi kebijakan politik bahasa nasional seperti dalam rumusan di
atas, hasilnya belum dapat dirasakan. Bahkan, kekhawatiran akan terwu-
judnya kecenderungan semakin banyak jumlah bahasa daerah yang oleh
Kraus (1992) disebut sebagai bahasa yang berkategori moribund dan
endangered' semakin menjadi kenyataan. Kondisi ini di samping diper-
kuat oleh konsentrasi pembinaan bahasa yang dilakukan oleh Pusat Ba-
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hasa, yang cenderung lebih berat daripada pembinaan bahasa Indonesia
(periksa Sudaryanto, 1991), juga disebabkan oleh sikap penutur bahasa
daerah yang kurang positif terhadap bahasa daerahnya. Sikap ini di sam-
ping disebabkan oleh penutur bahasa daerah (sebagian besar bahasa dae-
rah yang ada di Indonesia) yang relatif kecil jumlahnya, dan karena me-
mandang dirinya sebagai kelompok minoritas yang kurang berprestise,
juga semakin dominannya pemakaian bahasa nasional (BI) dalam berbagai
aspek kehidupan (Mu’adz, 1998).

Kekurangefektifan upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan
mutu pemakaian bahasa daerah serta kemungkinan semakin banyaknya
jumlah bahasa daerah di Indonesia yang akan masuk dalam kotak kate-
gori bahasa moribund dan endangered tidak lepas dari kebijakan yang
tertuang dalam rumusan fungsi bahasa daerah yang kurang memberi ru-
ang gerak bagi bertumbuhkembangnya pemakaian bahasa daerah secara
baik dan benar, khususnya yang berkaitan dengan fungsi bahasa daerah
dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, yang hanya memandang
bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah ter-
tentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa
Indonesia dan mata pelajaran lain.

Selain itu, di balik kecenderungan munculnya kondisi yang dipapar-
kan di atas, diduga akan muncul kondisi yang sebaliknya sebagai akibat
diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang secara
menyeluruh direncanakan akan berlaku mulai tahun 2001. Kondisi yang
dimaksud terkait dengan kemungkinan munculnya semangat kedaerahan
yang begitu mendalam sebagai akibat adanya apresiasi yang berbeda dan
persaingan yang cukup tajam antardaerah dalam memaksimalkan pengem-
bangan potensi daerah (termasuk pengembangan aspek pendidikan dan
kebudayaan) dalam pembangunan daerah yang dimandatkan pemerintah
pusat kepadanya. Oleh karena itu, persoalan yang terkait dengan kebijak-
an pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, khususnya yang terkait
dengan fungsi bahasa daerah seperti disebutkan di atas, serta kaitannya
dengan kondisi yang akan ditimbulkan dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 akan menjadi pusat paparan dalam
makalah ini.-Dengan kata lain, pokok-pokok pikiran yang ingin disum-
bangkan dalam tulisan ini akan lebih difokuskan pada upaya memberikan
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masukan bagi kemungkinan mereposisi fungsi bahasa daerah pada masa-
masa mendatang.

2. Fungsi Bahasa Daerah dalam Kaitan dengan Peningkatan Mutu
Pemakainya

Salah satu keputusan yang bersifat politis yang dihasilkan Seminar Politik
Bahasa Nasional 1975 adalah ditentukannya fungsi bahasa daerah sebagai
(a) lambang kebanggaan daerah, (b) lambang identitas daerah, (c) alat
perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Selain itu, dalam
hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai
(a) pendukung bahasa nasional, (b) bahasa pengantar di sekolah dasar di
daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran
bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (c) alat pengembangan ser-
ta pendukung kebudayaan daerah.

Rumusan fungsi bahasa daerah dalam hubungan bahasa tersebut de-
ngan bahasa Indonesia, pada butir kedua, mengandung pengertian bahwa
dalam kegiatan belajar-mengajar tidak dibenarkan menggunakan bahasa
daerah, kecuali pada daerah-daerah tertentu karena faktor-faktor tertentu,
misalnya daerah itu belum terjangkau sarana komunikasi seperti radio
dan televisi sehingga sebagian besar penuturnya hanya mengenal bahasa
daerah setempat. Kebijakan itu secara psikologis telah membentuk per-
sepsi peserta didik akan kurang pentingnya bahasa dan kultur yang me-
reka miliki yang terekam dalam bahasa ibu mereka. Di samping itu, se-
cara tidak langsung kebijakan itu dapat membentuk pola berpikir negatif
penutur bahasa daerah terhadap bahasa ibunya dan sekaligus akan me-
ngurangi kebanggaan mereka terhadap bahasa dan kulturnya. Keadaan di
atas jelas tidak mendukung berbagai upaya yang telah dicanangkan dalam
rangka pencapaian tujuan pengajaran bahasa daerah seperti yang dirumus-
kan dalam kebijakan Politik Bahasa Nasional tersebut. Untuk keperluan
itu, kiranya pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada
tingkat permulaan di sekolah dasar (kelas I-III), di samping pemberian
mata pelajaran bahasa daerah itu sendiri sebagai salah satu materi pela-
jaran di semua jenjang pendidikan patut dipertimbangkan. Berikut ini ada
beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan usulan
tersebut.

Dalam hubungan dengan pemakaian bahasa ibu (daerah) sebagai ba-
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hasa pengantar pada tingkat permulaan, dapat dikemukakan hasil pene-
litian yang dilakukan oleh Freeman dan Freeman (1992) yang menunjuk-
kan bahwa peserta didik yang belajar di sekolah-sekolah dengan meng-
gunakan bahasa pengantar bahasa kedua (bahasa Inggris) sering merg-
alami kesulitan dalam belajar mata pelajaran lain, seperti matematika,
[PA, IPS, dan sejenisnya. Sebaliknya, siswa yang belajar di sekolah-se-
kolah yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, cende-
rung tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar-meng-
ajar yang menggunakan bahasa pengantar bahasa kedua (lih. Cummins,
1989).

Selain alasan di atas, pemberian pelajaran dengan menggunakan ba-
hasa pengantar bahasa ibu pada tingkat permulaan dapat menjadi sarana
bagi pembentukan sikap percaya diri pada peserta didik. Mereka merasa
dihargai karena bahasa yang mereka gunakan, yang sekaligus menjadi
sarana sosialisasi budaya yang membentuk diri mereka, digunakan se-
bagai sarana dalam penyampaian pengetahuan di sekolah tempat mereka
menuntut ilmu. Secara psikologis mereka merasa aman berada di sekolah
dan akan selalu siap untuk menerima pelajaran. Dapat dibayangkan, apa
yang terjadi jika pelajaran tertentu disampaikan dalam bahasa kedua yang
belum dikuasai peserta didik. Selain mereka harus berjuang untuk mema-
hami materi pelajaran, dalam waktu yang bersamaan mereka juga harus
mengerahkan segala potensinya untuk memahami bahasa yang digunakan
dalam penyampaian materi pelajaran tersebut. Rasa putus asa dapat saja
membayangi peserta didik, yang karena itu pula dapat memunculkan rasa
kurang percaya diri. Mungkin itu salah satu sebab mengapa nilai-nilai
luhur yang diajarkan dalam pelajaran agama atau PPKN di sekolah-se-
kolah, misalnya, belum sepenuhnya dapat diaplikasikan peserta didik da-
lam kehidupan nyata karena sesungguhnya mereka hanya memahami
konsep itu secara verbal bukan secara substansial.

Alasan lain sehubungan dengan penggunaan bahasa daerah sebagai
bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar berkait dengan
pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu sendiri. Mu’adz (1998)
menyebutkan bahwa dengan digunakannya bahasa daerah sebagai peng-
antar maka dimungkinkan bahasa daerah itu terhindar dari kepunahan.
Berbagai kosakata yang berhubungan dengan konsep-konsep dan termino-
logi dalam bahasa asing akan teradopsi ke dalam bahasa daerah dan seka-



42

ligus akan memperkaya kosakata bahasa daerah itu sendiri. Dicontohkan-
nya, kata-kata dalam bahasa Sasak: haram, halal, subhat, nikmat, nyalat
Jenazah, talak sekeq, dan lain-lain merupakan terminologi yang diadopsi
dari bahasa Arab bersamaan dengan upaya penutur mempelajari agam
Islam. Dengan demikian, bahasa daerah itu akan menjadi fleksibel, dapat
mengomunikasikan ide-ide dalam diri penuturnya dan, karena itu, tidak
akan ditinggalkan begitu saja oleh penuturnya.

Dalam hubungan dengan urgensinya pengajaran bahasa daerah se-
bagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah dari pendidikan dasar
sampai perguruan tinggi, dapat dikemukakan alasan sebagai berikut. Per-
tama, bahwa pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah (termasuk per-
guruan tinggi) akan semakin memberi legitimasi bagi upaya pemeliharaan
bahasa daerah yang secara yuridis formal memang dijamin UUD 1945.
Langkah itu akan menjadi salah satu tindakan (preventif) dalam upaya
mencegah bahasa daerah dari ancaman kepunahan. Kedua, bahwa dijadi-
kannya bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan
di sekolah-sekolah akan semakin menggairahkan peserta didik dalam be-
lajar sejarah dan budaya lokal. Ketiga, bahwa dengan belajar bahasa
daerah (tentunya dengan model pengembangan materi muatan lokal ba-
hasa daerah yang berdimensi kebinekaan, seperti yang dikembangkan pe-
nulis melalui Proyek Riset Unggulan Terpadu V, dari tahun 1997/1998
sampai tahun 1999/2000, akan menjadi bagian pembahasan dalam seksi
3 di bawah) dapat diperoleh pemahaman secara empirik tentang makna
keanekaragaman dalam ketunggalikaan suku-suku bangsa yang terdapat
di Indonesia. Suatu pemahaman yang selama ini dapat dipandang sebagai
pemahaman yang bersifat verbal atau semu, yang dikondisikan secara in-
doktrinatif tanpa diberi kesempatan untuk memikirkan kebenarannya me-
lalui pengujian secara empiris.

Patut diingat bahwa dalam menyusun materi pengajaran haruslah
dipert.mbangkan latar belakang bahasa ibu peserta didik serta tingkat
pendidikannya. Apabila peserta didiknya berlatar belakang bahasa ibu ba-
hasa Indonesia, maka pengajaran bahasa daerah haruslah disasarkan pada
upaya penguasaan keterampilan berbahasa (secara praktis) secara baik
dan benar sebagai prioritas utama. Selanjutnya, apabila peserta didiknya
berlatar belakang bahasa ibu bahasa daerah yang diajarkan, maka materi
pengajaran hendaknya lebih diprioritaskan pada pengajaran dengan mak-
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sud meningkatkan pemahaman akan sejarah dan budaya yang terdapat
dalam masyarakat penutur bahasa tersebut di samping materi yang ber-
kaitan dengan keterampilan berbahasa. Apa yang diungkapkan di atas,
merupakan konsep penyusunan materi untuk tingkat dasar, sedangkan
untuk tingkat lanjutan sampai perguruan tinggi, materi yang berkaitan de-
ngan upaya menumbuhkan pemahaman akan sejarah, budaya, dan ke-
anekaragaman dalam ketunggalikaan hendaknya menjadi prioritas. Muat-
an materi yang disebutkan terakhir ini akan menjadi salah satu fokus
pemaparan pada subseksi-subseksi dalam seksi tiga berikut ini.

3. Fungsi Bahasa Daerah dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan
Otonomi Daerah

Pada Bab IV, Pasal 7, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa kewenangan daerah men-
cakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewe-
nangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradil-
an, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara
konkret, kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah (kabupaten
dan kota), termaktub dalam Pasal 11, Ayat 2, yaitu kewenangan pada
bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perta-
nian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, ling-
kungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Salah satu di an-
tara kewenangan tersebut adalah kewenangan bidang pendidikan dan
kebudayaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok masalah
yang hendak menjadi paparan dalam seksi ini.

Apabila kewenangan daerah yang dimaksudkan dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikaitkan dengan kebijakan Politik Ba-
hasa Nasional yang dirumuskan tahun 1975, sebagai jabaran dari Pen-
jelasan Pasal 36 UUD 1945, maka dapatlah dikatakan bahwa kewenangan
untuk memelihara dan mengembangkan bahasa-bahasa daerah sebagai
bagian dari unsur kebudayaan Indonesia dilakukan oleh setiap daerah
yang memiliki bahasa sendiri. Apresiasi terhadap konsep pemeliharaan
dan pembinaan bahasa daerah oleh setiap daerah dapat muncul dalam
bentuk yang beraneka ragam. Hal ini lebih-lebih jika dikaitkan dengan
semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, yang memberikan wewenang seluas-luasnya bagi daerah untuk ber-
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kembang dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah itu sendiri se-
cara maksimal. Keadaan ini akan memunculkan kondisi saling menyaingi
antardaerah dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah (daerah)
masing-masing. Persaingan itu, termasuk pula persaingan dalam upaya
merealisasikan apresiasi mereka terhadap pemeliharaan dan pengembang-
an kebudayaan daerah, yang di dalamnya termasuk bahasa (daerah) se-
perti yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut.

Seiring dengan itu, suasana yang semakin memberi ruang gerak ba-
g1 berkembangnya semangat kedaerahan akan semakin terbuka. Itu arti-
nya, bahwa apabila kondisi yang memberi otonomi yang seluas-luasnya
pada daerah untuk mengatur dirinya sendiri tidak dipahami dalam kon-
teks hidup berbangsa dan bernegara, maka dapat menjadi ancaman bagi
kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemungkinan
akan terwujudnya kekhawatiran ini semakin didukung oleh angin refor-
masi yang mulai terembus dalam dua tahun terakhir ini dan arus globali-
sasi yang cenderung menuntut setiap komunitas, baik dalam lingkup ke-
daerahan maupun nasional, unmtuk memiliki jati diri yang kuat demi me-
menangkan persaingan yang begitu ketat. Kiranya masih segar dalam
ingatan kita, beberapa kasus yang mengarah pada disintegrasi nasional--
seperti kasus Aceh, Ambon, Irian Jaya, dan yang baru-baru ini menge-
muka, yaitu kasus Makasar, berupa tuntutan bagi Indonesia Timur Mer-
deka--belum terselesaikan dengan baik dan akan menjadi pekerjaan rumah
kita bersama pada masa-masa mendatang.

Sebenarnya kekhawatiran dan kasus-kasus di atas tidak harus terjadi
selama potensi keanekaragaman budaya yang tercermin pada daerah-
daerah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat
dikelola secara baik. Pengelolaan yang dimaksud salah satunya adalah da-
lam bentuk memperkuat rasa kebersamaan dalam perbedaan melalui pe-
numbuhan kesadaran secara suka rela berdasarkan pemahaman yang tidak
bersifat memaksa, tetapi berdasarkan perenungan yang intens melalui
justifikasi empirik yang memang dapat dicerna akal sehat (rasional). Pe-
ngelolaan yang demikian itu haruslah menjadi kebijakan nasional yang
dimungkinkan untuk diterapkan di daerah-daerah. Untuk itu, diperlukan
titik tolak yang sama, yang menjadi komitmen bersama.

Dalam konteks itu, keberadaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia,
yang tidak kurang dari 670 buah (lih. Mu’adz, 1998), dapat membantu
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menyediakan bukti empirik guna memberi inspirasi bagi perenungan yang
intens serta menjadi titik pijak yang sama untuk menumbuhkan komitmen
bersama. Bukti yang dimaksud berupa data-data yang menunjukkan keke-
rabatan antarbahasa yang ada berupa kesepadanan kaidah-kaidah keba-
hasaan, baik kesepadanan pada tataran bunyi maupun kesepadanan pada
tataran gramatika (morfologi dan sintaksis), dan tataran makna (seman-
tik). Dengan memanfaatkan kajian linguistik, khususnya linguistik his-
toris komparatif dan dialektologi diakronis, bentuk-bentuk yang berke-
sepadanan (berkorespondensi) itu dapat dijelaskan sebagai bentuk yang
berbeda tetapi berasal dari satu bentuk yang sama. Kenyataan ini dapat
dijadikan bahan bagi upaya menumbuhkan semangat kebersamaan. Hanya
saja, bagaimana memanfaatkan bukti-bukti kesepadanan itu sehingga da-
pat menjadi bukti yang dapat memperluas wawasan (pemahaman) akan
kondisi keanekaragaman dalam ketunggalikaan. Untuk itu, dalam maka-
lah ini diusulkan salah satu fungsi bahasa daerah dalam era globalisasi
dan era otonomi daerah sebagai sarana untuk menumbuhkan dan mening-
katkan pemahaman akan kondisi keanekaragaman dalam kesamaan (ke-
tunggalikaan). Fungsi bahasa daerah yang demikian ini hanya mungkin
diwujudkan melalui pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah
yang berdimensi kebinekaan untuk diajarkan di sekolah-sekolah (ter-
masuk perguruan tinggi). Thwal bagaimana wujud dan cara pengembang-
annya, serta pada tingkat mana pengajaran materi muatan lokal bahasa
daerah yang berdimensi-kebinekaan tersebut akan menjadi bahan paparan
dalam subseksi berikut ini.

3.1 Ke Arah Pengembangan Materi yang Berdimensi Kebinekaan
Materi muatan lokal bahasa daerah berdimensi kebinekaan merupakan
muatan lokal bahasa daerah yang berbasis pada pengajaran dialek standar
dengan memperkenalkan variasi dialektal lainnya yang terdapat dalam
bahasa yang diajarkan dan/atau memperkenalkan variasi dialektal dalam
bahasa lain yang memiliki relasi kekerabatan dengan bahasa yang diajar-
kan (lih. Mahsun, 1999).

Batasan di atas memberikan gambaran pada kita bahwa persyaratan
yang pertama-tama harus dipenuhi dalam pengembangan materi muatan
lokal yang berdimensi kebinekaan adalah penyediaan bahan jadi peng-
ajaran yang berupa bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat. Bentuk-bentuk
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bahasa yang berkerabat yang dimaksud adalah yang terdapat pada level
satu bahasa, berupa bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat di an-
tara dialek-dialek bahasa yang diajarkan, atau bentuk-bentuk yang berke-
rabat yang terdapat dalam level antarbahasa, khususnya bentuk yang ber-
kerabat antara bahasa yang diajarkan dan bahasa lain yang lebih dekat
hubungan kekerabatan dengannya. Hal ini berarti bahwa dalam rangka
pengembangan materi tersebut kajian yang pertama-tama dilakukan ada-
lah kajian dialektologi diakronis dengan sasaran kajian identifikasi dialek-
dialek yang terdapat dalam bahasa itu dan penentuan bentuk yang ber-
kerabat melalui rekonstruksi bahasa purbanya (protobahasa). Kajian se-
lanjutnya adalah kajian historis komparatif dengan tujuan menentukan
tingkat kekerabatan dan bentuk-bentuk yang berkerabat yang terdapat di
antara bahasa yang akan diajarkan dengan bahasa lain yang diduga me-
miliki hubungan kekerabatan dengannya melalui rekonstruksi protobahasa
dari bahasa-bahasa tersebut. Berdasarkan hasil kerja di atas dilakukan
penentuan bahasa standar melalui kajian secara sosiolinguistis. Hasil kaji-
an secara sosiolinguistis ini selanjutnya dibawa ke dalam forum musya-
warah antarpenutur bahasa yang akan diajarkan. Selanjutnya, menentukan
secara formal dan atas dasar kesepakatan bersama, bagaimana sosok dia-
lek yang akan dijadikan kerangka acuan dalam berbahasa secara baik dan
benar (bahasa standar). Penyusunan materi dapat dilakukan dengan tetap
berpijak pada bahasa standar yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, akan
dipaparkan sebagian hasil penelitian yang telah dan sedang dilakukan
dalam rangka uji coba model pengembangan materi pengajaran yang di-
maksud, yang dilakukan penulis melalui Riset Unggulan Terpadu V, De-
wan Riset Nasional, dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan 1999/
2000, terhadap bahasa Sasak.

Dari pelaksanaan riset tahun pertama 1997/1998 dengan mengguna-
kan pendekatan dialektologi diakronis diperoleh gambaran bahwa bahasa
Sasak terpilah ke dalam tiga dialek, yang secara linguistis ketiga dialek
itu disebut dengan dialek a-a, a-e, dan e-e. Di antara ketiga dialek itu
telah diidentifikasi beberapa pola bentuk bahasa yang berkerabat.

1. Kata berkerabat dengan konstruksi a-a = a-e = e-e:
apa = ape = epe ‘apa’
mata = mate = mete ’mata’



mama

~

mame = meme

"laki-laki’ dll.

2. Kata berkerabat dengan konstruksi i/u-a = i/u-e:
= lime
(kd)tuma = (kd)tume

lima

3. Kata berkerabat dengan konstruksi a-i/u

ai(q,z)

ap(i,d)(c,z,r)

tali

ak(u,d)(w,h)

I mem

4. Kata berkerabat dengan konstruksi i
kire = Kkiric
gige = gigic

kiri =
gigi

e

5. Kata berkerabat dengan konstruksi u = uw

b(a,E,a)tu = batuw =

bulu

6. Kata berkerabat dengan konstruksi r

akar

ti(p,k)(a,d)r

biwir

’lima’
"kutu badan’ dll.
= e-i/u = E-i/u:
eig = Eiq ’air’
epi = Epi ‘api’
teli = tEli ‘tali’
eku = Eku ’aku’ dll.
=e =ic = iz
= kiriz "kirt’
= gigiz  'gigi’ dll.
= gw = uh = ue:
= = batdw = batuh = batue 'batu’
= buluw = buldw = bulu = bulue 'bulu’ dll.
= h:
akah ‘akar’
ti(p,r)ah "tikar’
b(i,e)w(i,e)h  ’bibir’ dll.

e m

7. Kata berkerabat dengan konstruksi | = n:
n = mpal

t(0,2)k)o,D)l = tDkDn "duduk’

tdbadl = tdbdn "tebal’ dll.
8. Kata berkerabat dengan konstruksi r = JJ:

daraq = daq "darah’

bardt = bat/ba ’barat’

urat = uat urat’ dll.

n>Ompan ’'mengapung’

47
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9. Kata berkerabat dengan konstruksi d = r:
b(E,i)d(d,E)n = b(E,i)r(d,E)n ’hitam’
pade = par(i,e,E) ‘padi’ dll.

Selanjutnya, pada tahun kedua dilakukan kajian sosiolinguistik untuk
penentuan bahasa Sasak standar. Kajian ini bertumpu pada upaya mem-
peroleh keterangan para penutur dialek-dialek bahasa tersebut tentang
masa lampau atau masa kini dari dialek yang mereka gunakan, pandang-
an, aspirasi, dan sikap penutur dialek tersebut terhadap dialek yang di-
gunakan atau terhadap dialek lainnya yang terdapat dalam bahasa itu.
Dengan mengadopsi teori ranah dan metode analisis kuantitatif yang
berupa analisis skala implikasional bagi pilihan bahasa (implicational
scale for language choice) telah berhasil ditentukan bahwa salah satu di
antara ketiga dialek itu lebih dimungkinkan untuk diangkat sebagai ba-
hasa standar karena domain tempat pemakaiannya lebih dominan diban-
dingkan dengan dua dialek lainnya. Dialek yang dimaksud adalah dialek
a-e.

Hasil kajian secara sosiolinguistik ini selanjutnya diangkat dalam
musyawarah penentuan bahasa Sasak standar. Dari musyawarah tersebut
telah diputuskan secara musyawarah dan mufakat bahwa dialek a-e dapat
diterima sebagai bahasa standar.

Selanjutnya, untuk tahun ketiga (1999) sedang dilakukan penyusunan
materi pelajaran bahasa Sasak yang berdimensi kebinekaan untuk siswa
SLTP kelas I dan kelas II pada empat aspek kebahasaan, pemahaman,
penggunaan, dan kesastraan. Keempat aspek tersebut merupakan jabaran
isi per unit, yang direncanakan terdiri dari sepuluh unit untuk satu paket
(per jenjang atau kelas).

Untuk materi yang mengandung dimensi kebinekaan akan dititipkan
pada pembahasan aspek kebahasaan, khususnya pada subtopik pembahas-
an kosakata. Materi tersusun berupa teks bacaan dalam dialek bahasa
Sasak standar (dialek a-e) yang di dalamnya sengaja dimasukkan unsur-
unsur leksikal yang memiliki relasi kekerabatan dengan unsur-unsur lek-
sikal dialek-dialek lainnya.

Pada pembahasan subtopik kosakata, unsur leksikal dialek standar
yang memiliki relasi kekerabatan tersebut diangkat kembali untuk di-
tunjukkan padanannya dalam dialek-dialek bahasa Sasak lainnya. Pada
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saat itulah guru menjelaskan hakikat perbedaan dari unsur-unsur leksikal
tersebut dengan mengaitkannya pada sebuah bentuk asal yang sama.
Bersamaan dengan itu pula, pesan keanekaragaman dalam ketunggalikaan
dapat disampaikan. Patut ditambahkan bahwa penyusunan materi muatan
lokal tersebut, untuk kelas I dan II, hanya akan memanfaatkan variasi ke-
bahasaan yang terdapat dalam bahasa Sasak itu sendiri, jadi memanfaat-
kan variasi dialektal yang memiliki relasi kekerabatan. Selanjutnya, buku
pelajaran yang telah tersusun itu akan diuji coba kelayakannya, baik yang
menyangkut materi maupun kelayakan metode pengajarannya. Untuk itu,
akan dilakukan pelatihan bagi beberapa orang guru yang mewakili bebe-
rapa dialek yang ada dalam bahasa Sasak selama satu minggu. Selain itu,
untuk mendukung proses belajar-mengajar materi muatan lokal tersebut
akan dikembangkan model-model simulasi, yang disebut simulasi ke-
binekaan. Dalam simulasi ini, di samping dimuat hal-hal yang berhu-
bungan dengan masalah kebahasaan, juga akan dimuat hal-hal yang ber-
hubungan dengan letak geografis penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang
berkerabat tersebut sehingga siswa selain belajar bahasa sekaligus belajar
geografi. [hwal gambaran secara terperinci tentang riset uji coba model
ini dapat dilihat dalam Mahsun (1998 dan 1999).

3.2 Arti Penting Pengembangan Materi yang Berdimensi Kebinekaan
Mengingat dampak yang mungkin timbul sebagai akibat diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 seperti dipaparkan di atas, pe-
ngembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebine-
kaan memiliki arti penting bagi upaya meningkatkan kepribadian bangsa
dan jati diri manusia Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pema-
haman akan dinamika makna yang terkandung dalam semboyan Bhineka
Tunggal Ika. Kesadaran akan keanekaragaman dalam kemajemukan bu-
daya bangsa itu diharapkan semakin diyakini mengingat pemahaman itu
diperoleh melalui pengetahuan empirik yang berupa evidensi kebahasaan,
bukan dalam bentuk "indoktrinasi”.

Selain itu, materi muatan lokal tersebut dapat mencegah terbentuk-
nya sikap primordial, sukuisme yang muncul sebagai akibat pemberian
materi muatan lokal, yang nota bene berupa materi yang khas, sesuai
dengan kondisi daerah tempat materi itu disajikan karena model ini di
samping memperlihatkan kekhasan bahasa daerah yang diajarkan, juga
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memperlihatkan keterhubungannya dengan bahasa lain yang berkerabat
dengannya. Pada lingkup bahasa yang diajarkan, model ini dapat meng-
hilangkan kecemburuan penutur dialek lain dalam bahasa yang diajarkan
karena dialeknya tidak diangkat sebagai dialek standar yang menjadi basis
pengembangan materi pengajaran. Kecemburuan itu sangat dimungkinkan
karena pengangkatan dialek tertentu sebagai dialek standar berarti meng-
abaikan keberadaan dialek lain yang dalam pada itu, secara psikologis,
penuturnya merasa lebih rendah daripada penutur dialek standar. Hal itu
lebih-lebih didukung oleh pemahaman terhadap konsep dialek, secara
etimologis, lahir dari pemahaman tentang pengaitan ragam tertentu se-
bagai ragam yang kurang berprestise. Kemudian, alat bantu pengajaran
yang berupa simulasi kebinekaan dapat menjadi model bagi pengem-
bangan metode pengajaran bahasa daerah lainnya, di samping dapat juga
digunakan sebagai sarana justifikasi empiris bagi makna semboyan Bhi-
neka Tunggal Ika.

Pada skala yang lebih luas model yang dikembangkan pada level
daerah itu dapat ditingkatkan menjadi model yang dapat berlaku pada lin-
tas daerah, misalnya setelah peserta didik mencapai jenjang pendidikan
yang lebih tinggi. Pelajar kelas III SLTP ke atas, misalnya, dapat meng-
ambil perbandingan pada lintas bahasa, bukan lagi lintas dialek dalam
satu bahasa. Bahkan, lebih jauh dari itu dapat dijadikan model untuk
level nasional; dalam arti, sistem pengajaran yang bersifat kekerabatan-
kontrastif tersebut dapat diambil pada bahan-bahan bahasa lain yang pe-
nuturnya lebih dan memiliki tradisi tulis yang kuat. Misalnya, ketika
mengajarkan materi muatan lokal bahasa Sasak di daerah yang berpenutur
bahasa Sasak, bentuk yang berkerabat dapat dicarikan pada tingkat ke-
kerabatan bahasa yang lebih tinggi, misalnya tingkat Austronesia Barat,
seperti bahasa Bali dan bahasa Jawa karena bahasa Sasak, bahasa Bali,
dan bahasa Jawa merupakan bahasa-bahasa yang berkerabat pada level
terszbut. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin
banyak bahasa daerah lain yang diketahui berkerabat dengan bahasa
daerah misalnya nya, dan dalam pada itu akan semakin luaslah pemaham-
annya akan makna yang terkandung dalam semboyan Bhineka Tunggal
Ika.
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3.3 Prospek Pengembangan- Materi Muatan Lokal yang Berdimensi
Kebinekaan dalam Rangka Pengajaran Bahasa-Bahasa Daerah
di Indonesia
Ada dua titik pandang yang dapat digunakan untuk menyoroti prospek
pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi ke-
binekaan dalam pengajaran bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kedua
titik itu menyangkut bahan baku dan bahan jadi bagi penyusunan materi
pengajaran tersebut. Yang dimaksudkan dengan bahan baku di sini adalah
keberadaan bahasa daerah di Indonesia ditinjau dari segi pengelompokan
bahasa secara diakronis, sedangkan yang dimaksudkan dengan bahan jadi
adalah tinjauan dari ketersediaan bahan yang siap dirakit untuk pengem-
bangan materi pengajaran. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ba-
han jadi adalah ketersediaan hasil-hasil kajian secara dialektologis diakro-
nis dan linguistik historis komparatif terhadap bahasa-bahasa daerah yang
terdapat di Indonesia.

Tinjauan dari sudut pandang bahasa baku, menuntun upaya menja-
wab pertanyaan apakah bahasa-bahasa atau sebagian besar bahasa daerah
yang terdapat di Indonesia merupakan bahasa yang serumpun atau tidak.
Apabila sebagian besar bahasa daerah yang ada di Indonesia bukanlah
bahasa yang berasal dari rumpun yang sama, maka gagasan pengembang-
an materi muatan lokal yang berdimensi kebinekaan sebagai salah satu
upaya memfungsikan bahasa daerah sebagai sarana untuk meningkatkan
pemahaman akan kondisi kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia
menjadi kurang prospektif. Sebaliknya, akan dipandang cukup prospektif
jika sebagian besar bahasa daerah yang terdapat di Indonesia itu berasal
dari satu rumpun bahasa yang sama. Berangkat dari titik pandang itu,
dapat dikatakan bahwa pengembangan materi muatan lokal tersebut me-
miliki prospek yang cukup baik bagi pengajaran bahasa daerah di Indo-
nesia karena berdasarkan studi yang dilakukan terhadap kelompok bahasa
yang termasuk rumpun bahasa Austronesia, Indonesia merupakan tempat
yang paling banyak memiliki bahasa rumpun Austronesia tersebut. Hanya
saja, dalam kaitannya dengan konsep bahan jadi, rupanya kajian secara
dialektologis dan historis komparatif belum banyak dilakukan terhadap
bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Lauder (1997) melapor-
kan bahwa sampai 1997 penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah secara
dialektologis baru mencapai 69 buah penelitian, suatu jumlah yang sangat
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kecil jika dibandingkan dengan jumlah bahasa daerah yang terdapat di
Indonesia. Belum lagi dari jumlah itu dikelompokkan atas penelitian yang
dilakukan berdasarkan sudut pandang dialektologi diakronis, yang me-
mang jenis penelitian yang terakhir inilah yang dapat menyiapkan bahan
jadi untuk pengembangan materi muatan lokal tersebut. Hal yang sama
terjadi pula pada penelitian dari sudut pandang linguistik historis kompa-
ratif terhadap bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Menurut Fernandez
(1988), penelitian yang bertujuan melakukan pengelompokan bahasa-ba-
hasa daerah di Indonesia masih sangat langka. Hal ini tercermin pula dari
jumlah dialektolog dan komparativis yang terdapat di Indonesia. Dengan
demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa meskipun dari sudut pandang
bahan baku bagi pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang
berdimensi kebinekaan itu cukup tersedia, tetapi dari sudut pandang ba-
han jadi sangatlah mengecewakan. Oleh karena itu, langkah awal yang
harus segera dilakukan untuk memfungsikan bahasa daerah sebagai sa-
rana untuk meningkatkan pemahaman kebinekaan dalam ketunggalikaan
melalui pengajaran bahasa adalah melakukan kajian bahasa-bahasa daerah
berdasarkan pendekatan dialektologi diakronis dan linguistik historis
komparatif. Meskipun Pusat Bahasa dalam beberapa tahun terakhir ini
telah dan sedang menggalakkan penelitian kekerabatan dan pemetaan ba-
hasa-bahasa di Indonesia, Pusat Bahasa tidak melakukan penelitian dalam
kerangka kerja dialektologi diakronis (meskipun terdapat kajian dari
sudut pandang linguistik historis komparatif). Oleh karena itu, penelitian
itu belum dapat membantu menyiapkan bahan jadi bagi pengembangan
materi muatan lokal yang berdimensi kebinekaan.

4. Penutup
Berdasarkan paparan di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai ca-
tatan penutup berikut ini.

Peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah tidak dapat dicapai
hanya melalui pemberian materi pelajaran bahasa daerah sebagai materi
muatan lokal di sekolah-sekolah, tetapi haruslah disertai upaya yang da-
pat menumbuhkan rasa bangga dan rasa memiliki pada diri penuturnya.
Rasa bangga dan rasa memiliki tersebut dapat ditimbulkan, salah satunya
melalui pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada kelas
permulaan di tingkat pendidikan dasar (kelas I--IIl). Oleh karena itu,
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rumusan fungsi bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indo-
nesia butir (b) haruslah dipertimbangkan kembali karena rumusan ini
mengandung pengertian bahwa dalam kegiatan belajar-mengajar (KMB)
tidak dibenarkan menggunakan bahasa daerah, kecuali pada daerah-dae-
rah tertentu karena faktor-faktor tertentu. Kebijakan ini, secara psikologis
dapat membentuk persepsi peserta didik akan kurang pentingnya bahasa
dan kultur yang mereka miliki yang terekam dalam bahasa ibu (bahasa
daerah) mereka. Di samping itu, secara tidak langsung dapat membentuk
pola berpikir negatif penutur bahasa daerah terhadap bahasa ibunya dan
sekaligus akan mengurangi kebanggaan mereka terhadap bahasa dan kul-
turnya. Patut ditambahkan bahwa bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa
pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar hanya pada sekolah-
sekolah yang peserta didiknya berlatar belakang bahasa pertama bahasa
daerah.

Selain perlu dilakukan pertimbangan tentang rumusan fungsi bahasa
daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah juga perlu dipertimbangkan
fungsi bahasa daerah sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman
kondisi kebinekaan dalam ketunggalikaan masyarakat Indonesia. Fungsi
ini dipandang perlu mengingat kondisi yang mungkin timbul sebagai
dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah, yang secara menyeluruh akan diberlakukan pada
tahun 2001.

Kedua fungsi bahasa daerah yang diusulkan untuk mengganti dan
menambah rumusan fungsi bahasa daerah yang telah dirumuskan ber-
dasarkan Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 itu satu sama lain saling
mendukung dalam pencapaian tujuan pengajaran bahasa daerah. Apabila
fungsi bahasa daerah yang pertama yang diusulkan itu dapat memberi
dorongan agar penuturnya mau mempelajari bahasanya dengan baik, ma-
ka fungsi yang kedua dapat memberi pemahaman padanya bahwa bahasa
daerah yang dikuasainya secara baik dan benar itu memiliki hubungan
kekerabatan dengan bahasa daerah lain yang juga dikuasai oleh penutur
secara baik dan benar. Kondisi ini tentunya akan sangat mendukung tum-
buhnya semangat kebersamaan di antara berbagai warga masyarakat In-
donesia. Suatu semangat yang sangat dibutuhkan dalam era otonomi dae-
rah.
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Catatan

' Kraus (1992) membuat pengelompokan bahasa berdasarkan gejala umum yang
terjadi pada bahasa-bahasa di dunia--seperti jumlah penutur, prestise sosio-
kultural, dan dukungan pemerintah terhadap pemakaiannya--atas tiga kelompok,
yaitu kelompok bahasa yang tidak lagi dikuasai dan digunakan oleh anak-anak
dari penutur suatu bahasa, kelompok bahasa yang dalam satu/dua generasi tidak
lagi dikuasai dan dipelajari oleh keturunan penutur suatu bahasa, dan kelompok
bahasa yang termasuk kategori aman, yang masing-masing disebut moribund,
endangered, dan safe.
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Tanya Jawab
A. Pertanyaan

1.

Yus Rusyana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Ada tiga hal yang diharapkan dari pembicaraan tentang fungsi
dan kedudukan bahasa daerah di sini, yaitu
a. kebijakan yang berkaitan dengan eksistensi bahasa daerah di re-

publik ini,
b. bahasa daerah dalam konteks kedwibahasaan, dan
c. keberagaman bahasa daerah.

Berkaitan dengan konteks kedwibahasaan, bahasa daerah ber-
fungsi komplementer dengan bahasa Indonesia. Sehubungan dengan
itu, bahasa daerah dan bahasa Indonesia seiring dan sejalan dalam
menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kekhawatiran
bahwa bahasa daerah akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa, se-
bagaimana dikhawatirkan dalam seminar politik bahasa dua puluh li-
ma tahun yang lalu, sampai saat ini tidak terjadi dan sampai saat ini
bahasa daerah tetap berdampingan dengan bahasa Indonesia.

. Husni Mu’adz, Universitas Mataram

Selama ini bahasa daerah hanya sebagai muatan lokal dan sebagai
mata pelajaran opsi di tiap-tiap daerah. Materi mata pelajaran bahasa
daerah sebagai muatan lokal hanya cocok untuk siswa di kota-kota
dan terlalu mudah bagi siswa di desa-desa. Oleh karena itu, yang ter-
penting adalah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk
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menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di tingkat se-
kolah dasar. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai hasil penelitian
yang menunjukkan bahwa siswa pada sekolah dasar yang berbahasa
pengantar bahasa daerah memiliki kemampuan menyerap mata pe-
lajaran lebih tinggi daripada siswa pada sekolah yang berbahasa peng-
antar bahasa kedua.

. Dede Oetomo, Universitas Airlangga
Apakah sudah divalidasi bahwa pengetahuan dua bahasa yang
berkerabat akan menciptakan kerukunan antaretnis.

. Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Depok

Yang perlu ditekankan adalah bahwa pelajaran bahasa daerah di-
berikan untuk melestarikan bahasa daerah dan untuk meningkatkan
keterampilan siswa dalam berbahasa daerah itu, bukan pengetahuan
bahasanya. Oleh karena itu, yang perlu disadari bersama adalah ada-
nya fungsi bahasa daerah itu secara diglosik.

. Fuad Abdul Hamied, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

a. Menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran di sekolah tidak
menjamin pelestariannya. Oleh karena itu, beranikah Anda meng-
usulkan agar bahasa daerah itu juga digunakan dalam lingkup
yang lebih luas. -

b. Selama ada perlakuan yang tidak adil terhadap bahasa daerah, mi-
salnya jika ada penelitian tentang interferensi, selalu bahasa dae-
rah yang dijadikan biangnya.

c. Perlu diambil kebijakan yang berskala nasional yang berkaitan
dengan upaya pelestarian bahasa-bahasa daerah itu.

. Jawaban

. Tidak ada keinginan untuk menggantikan bahasa Indonesia dengan
bahasa daerah. Pernyataan saya itu saya kaitkan dengan adanya Un-
dang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah, terutama tentang
rencana adanya otonomi daerah.

. Bukti-bukti tentang kekerabatan antara bahasa-bahasa daerah itu ha-
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nya untuk menjustifikasi adanya kebinekaan itu, yang juga diharapkan
untuk memperkokoh integrasi bangsa ini.

Tidak ada niatan untuk menjadikan siswa seorang linguis.

Bahasa daerah tidak diwajibkan sebagai mata pelajaran dan sebagai
bahasa pengantar sehingga upaya untuk mencapai mutu penguasaan
bahasa daerah secara verbal tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu,
perlu ditentukan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar
di tingkat sekolah dasar dari kelas I--III.



KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA ASING

Nuril Huda
Universitas Negeri Malang

Dalam kurun waktu 24 tahun terakhir, sejak dirumuskan kedudukan dan
fungsi bahasa-bahasa di Indonesia dalam Seminar Politik Bahasa Nasional
pada tahun 1975, telah banyak perubahan dan perkembangan masyarakat
yang berpengaruh terhadap pola penggunaan bahasa, khususnya bahasa
asing di Indonesia. Perubahan paradigma hubungan internasional dan
revolusi teknologi informasi telah menciptakan tatanan baru masyarakat
global. Demikian pula kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, dan
iptek di dalam negeri, serta perubahan sikap masyarakat terhadap orang
asing juga ikut berpengaruh terhadap intensitas penggunaan bahasa asing
tertentu. Oleh karena itu, kebijakan tentang penggunaan bahasa asing
yang dirumuskan 24 tahun yang lalu perlu ditinjau kembali.

Dalam makalah ini akan dikaji berbagai hal yang berkaitan dengan
penggunaan bahasa asing untuk merumuskan kembali kedudukan dan
fungsinya. Berturut-turut akan dibahas isu-isu yang berkaitan dengan per-
ubahan dan perkembangan masyarakat, kedudukan bahasa asing di Indo-
nesia, fungsi bahasa asing, perkembangan penggunaan bahasa asing, dan
strategi nasional peningkatan penguasaan bahasa asing.

1. Perubahan dan Perkembangan Masyarakat
Runtuhnya pemerintah totaliter komunis dan bubarnya negara Sovyet
Rusia pada tahun 1980-an telah berpengaruh kuat terhadap perubahan
tatanan masyarakat internasional. Perang dingin antara blok Barat dan
blok Timur telah berakhir. Blok Barat tidak punya saingan lagi, dan hu-
bungan internasional yang semula lebih banyak didasarkan pada kepen-
tingan memperjuangkan pandangan politik-ideologi telah beralih kepada
kepentingan ekonomi. Isu perang dingin telah berganti dengan isu pasar
bebas. Lahirnya kesepakatan AFTA, APEC, dan European Common
Market merupakan perwujudan perubahan pola hubungan internasional.
Maka lahirlah paradigma baru yang dikenal dengan istilah globalisasi.
Gejala penduniaan (globalisasi) hubungan ekonomi internasional di-
dukung oleh revolusi teknologi informasi yang pada tahap berikutnya me-
rambah ke bidang-bidang lain: sosial, budaya, dan politik. Kemajuan tek-
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nologi informasi seperti faksimile, parabola, cetak jarak jauh, telepon se-
luler, CD-ROM, dan internet, serta kemajuan di bidang transportasi, te-
lah memfasilitasi interaksi global secara amat signifikan. Batas-batas fisik
antarnegara kurang berfungsi lagi, dan bangsa-bangsa di dunia telah
berubah menjadi suatu masyarakat global.

Apa implikasi perubahan dan perkembangan ini? Terdapat dua
implikasi pokok (lihat Huda, 1999a dan 1999b). Pertama, telah terjadi
persaingan antarbangsa yang semakin ketat. Bangsa yang memiliki ke-
unggulan kompetitif, terutama penguasaan iptek tinggi, memiliki peluang
besar untuk memenangkan persaingan tersebut. Persaingan ini telah me-
lahirkan dua isu sentral, yaitu imperialisme iptek dan kebutuhan pening-
katan kualitas sumber daya manusia. Bangsa yang lebih dahulu mengua-
sai iptek cenderung melakukan lompatan-lompatan besar dalam pengem-
bangan dan penggunaan iptek. Sebaliknya negara-negara yang penguasa-
an ipteknya rendah, makin lama makin jauh tertinggal. Ada kecenderung-
an negara pemilik iptek tidak mau menularkan iptek canggih dan strategis
kepada bangsa lain. Isu mobil nasional merupakan salah satu contoh ge-
jala imperialisme iptek. .

Persaingan itu sendiri serta imperialisme iptek telah mendorong ma-
syarakat global untuk memberikan perhatian lebih besar kepada upaya pe-
ningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan kua-
litas SDM ditujukan terutama untuk meningkatkan penguasaan iptek.

Kedua, peningkatan interaksi global memerlukan bahasa sebagai alat
berkomunikasi. Penguasaan bahasa asing menjadi lebih penting. Secara
individual, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu modal utama ke-
unggulan kompetitif. Penguasaan bahasa asing menjadi salah satu ciri
SDM yang berkualitas. Dengan demikian, bahasa asing memiliki fungsi
tambahan, yaitu sebagai salah satu indikator SDM yang berkualitas. Ti-
dak semua penguasaan bahasa asing memiliki fungsi ini, tetapi khusus
penguasaan bahasa asing yang menjadi wahana komunikasi global, yaitu
bahasa Inggris, dapat menjadi unsur penting kualitas SDM.

Dari sisi lain telah terjadi persaingan antarbahasa untuk menjadi
wahana komunikasi global (language for wider communication). Tampak-
nya bahasa yang dimiliki oleh bangsa unggul dalam bidang ekonomi, po-
litik, dan iptek memiliki peluang menjadi wahana komunikasi global. Ba-
hasa Inggris tampaknya akan keluar sebagai "pemenang" dalam persa-
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ingan ini. Sementara itu, bahasa Jepang, ditopang oleh hegemoni ekono-
minya, tampaknya berkembang pesat terutama untuk komunikasi dalam
bidang perdagangan. Sedangkan bahasa Arab tampaknya berkembang pa-
da negara-negara yang penduduknya banyak yang beragama Islam. Ge ala
meninggalkan bahasa kolonial di sejumlah negara bekas jajahan Prancis
di Indo Cina, tampaknya memberikan pertanda adanya penurunan peng-
gunaan bahasa Prancis di luar benua Eropa.

Kemajuan spektakuler di bidang ekonomi di dalam negeri sebelum
dilanda krisis moneter, telah menjadi penggerak kemajuan di bidang-
bidang lain. Di bidang pendidikan, walaupun kita belum puas dengan
hasil yang dicapai sekarang, tak dapat dipungkiri sudah banyak kemajuan
yang dicapai. Jumlah sekolah, dari TK sampai dengan sekolah menengah,
meningkat tajam. Jumlah orang Indonesia yang berpendidikan tinggi telah
pula meningkat, dan di antara mereka telah banyak yang menduduki po-
sisi penting dalam jabatan pemerintahan atau perusahaan swasta. Sejum-
lah orang, karena tingkat pendidikannya (dalam arti luas), memerlukan
bahasa asing untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, baik untuk pe-
menuhan tugas-tugas profesional maupun untuk kebutuhan pribadi. Bi-
dang komunikasi, transportasi, dan pariwisata meningkat tajam. Bidang
iptek, walaupun tingkat kemajuannya masih jauh dibandingkan dengan
negara-negara maju, di dalam negeri telah banyak dicapai keberhasilan.
Keberhasilan kita memproduksi sendiri di dalam negeri berbagai jenis
barang elektronik, kendaraan bermotor, komputer, dan pesawat terbang,
merupakan indikator yang jelas kemajuan di bidang ini. Demikian pula
bidang perdagangan internasional. Ini semua memerlukan bahasa asing
untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, baik untuk pemanfaatan dan
pengembangan iptek, maupun untuk komunikasi dengan dunia luar untuk
semua aspek kehidupan.

Meningkatnya jumlah program pendidikan bahasa asing di perguruan
tinggi serta jumlah kursus bahasa asing yang diselenggarakan oleh lem-
baga pemerintah dan, lebih-lebih lagi, oleh lembaga swasta, menunjukkan
perkembangan kebutuhan penguasaan bahasa asing yang pesat. Kursus-
kursus bahasa Inggris diselenggarakan tidak hanya di kota besar, tetapi
sudah menembus sampai tingkat kecamatan. Kursus bahasa Cina (Man-
darin) dan bahasa Arab sudah merambah ke kecamatan untuk memper-
siapkan tenaga kerja di luar negeri. Belum lagi kursus bahasa asing lain-
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nya seperti bahasa Jerman, Jepang, dan Prancis. Dengan demikian, ke-
butuhan berbahasa asing tidak terbatas pada kalangan elit, tetapi sudah
merambah kalangan bawah sampai dengan pembantu rumah tangga. Di
masa yang akan datang kemampuan berbahasa asing akan lebih mening-
kat lagi seiring dengan pengiriman tenaga-tenaga profesional ke luar ne-
geri untuk melaksanakan tugas-tugas perusahaan atau pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebelum resesi ekonomi melanda
Indonesia, sejumlah perusahaan swasta nasional telah menginvestasikan
modalnya ke luar negeri. Sejumlah perusahaan membuat kontrak kerja
di luar negeri, di kawasan ASEAN, Cina, dan Timur Tengah. Dapat kita
prediksikan bahwa seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan (ter-
utama pendidikan tinggi) dan kemampuan yang lebih baik untuk menge-
lola perusahaan, Indonesia akan lebih banyak mengirimkan tenaga kerja-
nya ke luar negeri, tidak terbatas tenaga kasar (seperti pembantu rumah
tangga), tetapi sampai dengan jabatan manager. Ini semua memerlukan
kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa yang digunakan di negara
yang bersangkutan.

2. Kedudukan Bahasa (Asing)

Pengertian bahasa asing dapat dilihat dari tiga sudut, yaitu wilayah asal,
pemerolehan bahasa, dan fungsi sosio-kultural-politis. Pertama, dari su-
dut asalnya dapat dirumuskan bahwa semua bahasa yang bukan berasal
dari wilayah Indonesia adalah bahasa asing (Gunarwan, 1998). Berdasar-
kan kriteria ini, bahasa Indonesia dan semua bahasa daerah (Jawa, Sun-
da, Madura, Bali, Minang, dll.) jelas bukan bahasa asing. Sebaliknya ba-
hasa-bahasa yang datang dari luar wilayah Indonesia, seperti bahasa Ing-
gris, Arab, Belanda, Jerman, Prancis, dan Jepang adalah bahasa asing.
Demikian pula bahasa Sanskerta, yang berasal dari India, adalah bahasa
asing. Kriteria ini hanya berlaku di Indonesia, dan tidak dapat diterapkan
secara luas pada negara-negara lain. Jelas bahasa Inggris bukan berasal
dari Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Tetapi di
negara-negara ini bahasa Inggris bukan bahasa asing, dan bahkan menjadi
bahasa resmi-nasional. Di negara-negara lain seperti Singapura, India,
dan Filipina, bahasa Inggris menjadi bahasa kedua, dan bukan bahasa
asing. Demikian pula bahasa Spanyol juga bukan bahasa asing di negara-
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negara Amerika Latin seperti Brasilia dan Meksiko, tetapi menjadi baha-
sa resmi.

Kedua, dari sudut pemerolehan bahasa dapat dibedakan bahasa per-
tama (bahasa ibu), bahasa kedua (cenderung bahasa resmi/nasiona.), dan
bahasa ketiga (bahasa asing) (lihat Huda, 1999f dan Croft, 1980). Di
negara-negara yang penduduknya multietnis, yang menggunakan bahasa
kedua yang berbeda dengan sebagian besar bahasa yang digunakan se-
hari-hari di keluarga, seperti Indonesia, Singapura, India, dan Filipina,
bahasa ketiga adalah bahasa asing. Tetapi rumusan ini tidak berlaku bagi
negara-negara yang beretnis tunggal (seperti negara Arab, Cina, dan
Jepang) atau bagi negara yang walaupun banyak etnis, tetapi telah mele-
bur menjadi satu bangsa yang besar seperti Amerika Serikat. Di negara-
negara ini, bahasa "kedua"-nya adalah bahasa asing. Oleh karena itulah
dalam kepustakaan pemerolehan bahasa, hanya dibedakan dua jenis baha-
sa, yaitu bahasa pertama (bahasa ibu) dan bahasa kedua. Bahasa ketiga,
keempat, dan seterusnya, dalam kajian pemerolehan bahasa dikategorikan
sebagai bahasa kedua. Dengan demikian, rumusan ini pun tidak dapat
menjangkau wilayah dan situasi yang bervariasi.

Ketiga, dari sudut fungsi sosio-kultural-politis, bahasa asing adalah
bahasa yang tidak digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari, tidak di-
pakai untuk pengantar mata pelajaran di sekolah secara nasional, dan ti-
dak dipakai sebagai alat komunikasi politik dan pemerintahan. Dengan
demikian, penetapan apakah suatu bahasa masuk kategori bahasa asing
atau bukan (yaitu bahasa nasional bahasa kedua) ditentukan berdasarkan
kriteria sosio-kultural-politis. Pertimbangan kepentingan nasional menjadi
landasan utama, dan bukan asainya atau bagaimana kemampuan bahasa
itu diperoleh.’ Atas dasar itu, bisa saja suatu bahasa dinaikkan keduduk-
annya dari bahasa asing menjadi bahasa kedua atau diberi predikat lain
yang lebih "tinggi".

Oleh karena itu, di Indonesia bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris,
Arab, Jepang, Jerman, Prancis, Belanda, Rusia, dan Korea, adalah ba-
hasa asing. Bahasa-bahasa ini tidak dipakai sebagai bahasa pergaulan se-
hari-hari secara luas. Orang menggunakan bahasa ini dalam situasi ter-
batas, atau dalam kelompok terbatas. Atas dasar alasan sosio-kultural-po-
litis, ada bahasa yang mendapat predikat tambahan. Bahasa Inggris sejak
tahun 1955 telah diangkat sebagai bahasa asing "pertama’, sedangkan
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bahasa Arab secara de facto telah diakui sebagai bahasa agama, khusus-
nya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dari sudut per-
sentase pemakainya, yaitu warga negara Indonesia yang beragama Islam
(lebih dari 90%), maka bahasa Arab, baik secara de facro maupun secara
de jure layak diberi predikat tambahan sebagai bahasa agama selain
bahasa asing.

Perlu dikemukakan di sini, bahwa seiring dengan arus globalisasi,
selain pertimbangan ini, kini muncul kecenderungan untuk menggunakan
alasan pragmatis-ekonomis dalam penetapan kedudukan bahasa, terutama
perubahan dari kedudukan sebagai bahasa asing menjadi bahasa kedua,
dan dari bahasa kedua menjadi bahasa resmi. Di Malaysia, misalnya, se-
jak tahun 1956 bahasa Malaysia ditetapkan sebagai bahasa nasional yang
dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Pada
tahun 1993 Perdana Menteri Mahathir Mohamad menginstruksikan agar
bahasa Inggris dipakai lagi sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi.
Di Singapura, bahasa Melayu adalah salah satu dari tiga bahasa resmi ne-
gara dan bahasa nasional; tetapi dalam percakapan sehari-hari kebanyak-
an orang Singapura menggunakan bahasa Inggris (Dardjowidjojo, 1997).
Brunei Darussalam tampaknya kebijakannya tidak jauh berbeda dari
Malaysia. Di sana bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara, tetapi ba-
hasa Inggris diajarkan mulai di sekolah dasar (dengan mendatangkan
antara lain guru-guru penutur asli) dengan sasaran siswa bisa berbicara
bahasa Inggris. Di Saudi Arabia, semua penunjuk dan nama jalan ditulis
dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris (termasuk di kota Mekkah yang
dikhususkan untuk Muslim). Di Bangkok, walaupun semua nama jalan
ditulis dengan huruf Thai, orang asing tidak mengalami kesulitan hanya
dengan bekal bahasa Inggris (Huda, 1999a dan 1999b).

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar utama penetapan ke-
dudukan suatu bahasa adalah alasan-alasan sosio-kultural-pol